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ABSTRAK
Nama : Henny Trisiaty
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam

Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian.
Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu
Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan
pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan
suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris
dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham
dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan Ketentuan pengaturan
kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini
dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni
memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok
permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai
Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya
perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta
benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan
oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus
mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila
mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda,
berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk
mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga
sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan
hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada
komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kata kunci:
Pemegang Saham, suami istri, perseroan terbatas
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ABSTRACT

Name :  Henny Trisiaty
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : The Capacities of Husband and Wife as the Shareholders in a

Limited Liability Company

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an
agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with
the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by
the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of
Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the
capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability
Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a
Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are
husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of
capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited
Liability Company. This research is carried out based on explanatory library
research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject
matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary
legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the
Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence
or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with
separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different
subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company
without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other
hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with
separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in
order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as
another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in
providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is
very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in
the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in
accordance with the prevailing statutory regulations.

Key words:
Shareholders, husband and wife, limited liability company
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan
dengan perekonomian dunia, majunya perekonomian dunia mendorong
Indonesia untuk terus berupaya mempertahankan, mengembangkan, dan
memperbarui  sistem dan sarana penunjang majunya perekonomian
Indonesia. Salah satu sarana penunjang perekonomian Indonesia yang
paling penting adalah tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan
mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi.

Ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas merupakan salah
satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan
ekonomi. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Seiring dengan iklim dunia usaha yang semakin berkembang,
Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang
diminati, hal ini dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari
Perseroan Terbatas antara lain karena Perseroan Terbatas dianggap paling
mampu mengikuti dan mengantisipasi berbagai perkembangan dan
pertumbuhan bidang ekonomi yang bergerak dengan cepat, selain itu
pendirian suatu Perseroan Terbatas merupakan sarana untuk mengalihkan
resiko dalam berusaha, yaitu resiko pertanggung jawaban atas nama pribadi
menjadi resiko pertanggungjawaban atas nama Perseroan sebagaimana
dapat dikutip dari isi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya Undang-Undang Nomor 40

Universitas Indonesia
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Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut Undang-Undang Perseroan
Terbatas) yaitu: “Pemegang Saham dalam Perseroan tidak bertanggung
jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan
tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham
miliknya™'.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas
ini mempertegas ciri dari Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya
bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan
tidak meliputi harta pribadinya.

Secara garis besar Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang
mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya, yaitu
sebagai berikut’:

sebagai asosiasi modal;

kekayaan dan hutang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari

kekayaan dan hutang Pemegang Saham,;

c.  Pemegang Saham:
i.  bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau
tanggung jawab terbatas;

ii. tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas

melebihi nilai saham yang telah diambilnya;

iii. tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan yang dibuat atas

nama Perseroan Terbatas,

iv. adanya pemisahan wewenang antara Pemegang Saham, Direksi,

dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas;

v.  Memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.

Tetapi Pemegang Saham dapat bertanggung jawab pribadi bila terjadi
atau telah melakukan hal-hal di bawah ini’:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi;

'Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007,
TLN No. 4756, Ps. 3 ayat (1).

2 Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Cet . 1, (Bandung:Refika Aditama,
2006), him.41-42.

3 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps. 3 ayat (2).
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b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.

Berkaitan dengan banyaknya pihak yang berminat untuk mendirikan
Perseroan Terbatas, tentulah pihak (pihak) tersebut harus memenuhi syarat
sebagai subjek hukum yaitu pithak yang dapat atau cakap melakukan
perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat perikatan.

Manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat
mempunyai kedudukan dan peranan tertentu sebagai bentuk pergaulan
hidup®. Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia sendiri atas
kapasitasnya yang ada. Barangsiapa memiliki sesuatu yang dihargai, maka
orang tersebut akan ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dalam
masyarakat. Apabila hal ini dikembangkan menjadi suatu sistem tersendiri
dalam masyarakat, maka timbullah sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi
sosial itu, merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial
secara bertingkat, atas dasar kekuasaan, kekayaan materi, pendidikan,
kehormatan dan sebagainya.

Dikaitkan dengan kedudukan dan peranannya sebagai manusia, maka
kedudukan merupakan suatu wadah atau rangkuman hak dan kewajiban.
Hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan suatu atau tidak
melakukan sesuatu, dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan
atau lebih tepat peranan yang diharapkan (“ideal role”, “expected role™).

Suatu kewajiban, merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk

* Soerjono Soekanto, Pribadi dan Masyarakat, (Bandung: Alumni 1983), him 9.

. " Universitas Indonesia
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melakukan atau tidak melakukan sesuatu, di dalam sosiologi, kewajiban
juga disebut sebagai peranan atau peranan yang diharapkan’.

Dalam pemenuhan berbagai kepentingan manusia, terdapat dua unsur
yang terpenting yaitu kemampuan (ability) dan motivasi®.

Kemampuan (ability) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk
mengerjakan berbagal tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan-
kemampuan keseluruhan dan seorang individu pada hakekatnya tersusun
dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
Selanjutnya untuk mencapai kepentingannya menuntut motivasi dari
masing-masing individu untuk menunjukkan kemampuannya mencapai
prestasi tertinggi pada bidang-bidang tertentu.

David Mc Clelland dalam bukunya The Achieving Society,
menyatakan teorinya tentang “reed for achievement” atau “kebutuhan untuk
berprestasi”’ dimanifestasikan dalam beberapa pola hidup7, yaitu:

1. Dorongan selalu untuk mengambil resiko (risk-taking). Dalam konteks
bisnis, misalnya, kaum wirausaha terdorong untuk melakukan prediksi
bahkan spekulasi dalam menentukan besar kecilnya segmen pasar
yang akan diambil dan daya beli pelanggan potensial. Tantangan
terbesar bagi para investor adalah bagaimana mengambil keputusan
yang tepat di dalam kondisi yang serba tidak pasti. Untuk itulah sikap
berani mengambil resiko menjadi sangat dibutuhkan;

2. Kemauan untuk bekerja keras dalam upaya mencapai suatu tujuan.
Dalam pengamatan Mc Clelland, individu dengan need jfor
achievement mempunyai kecenderungan bekerja lebih keras untuk
menghadapi tantangan dalam pekerjaan jika dibandingkan dengan
kelompok orang yang biasa-biasa saja;

3. Kecenderungan untuk memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang
tinggi. Karakter utama pengusaha adalah rasa tanggung jawab yakni

kesediaan mereka untuk memikul secara pribadi kesuksesan maupun

% Soerjono Soekanto dan Otje Salman, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, (Jakarta:
Rajawali Press. 1996), hlm 94.

¢ Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, op. cit., hlm. 17.

"Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm.
103-104.
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kegagalan yang dialami oleh institusi dimana mereka bekerja. Maka

seseorang dapat dilihat sifat kewirausahaanya dengan melihat pada

tanggung jawab mereka di dalam proses pembuatan keputusan.

4. Dorongan untuk memperdalam pengetahuan tentang tujuan-tujuan
kongkret untuk suatu kegiatan yang diperlukan dalam rangka
penyusunan target. Untuk menjamin kesuksesan, sebuah perusahaan
harus memiliki tujuan-tujuan yang kongkrit dan didefinisikan secara
jelas. Hanya dengan cara inilah pengusaha dapat menerjemahkan
konsep-konsep bisnis ke dalam kegiatan-kegiatan praktis. Maka,
seseorang dengan kapasitas kewirausahaan harus mengetahui tujuan-
tujuan kongkret unit usaha yang dipimpinnya seperti misalnya jumlah
keuntungan dan volume penjualan yang ditargetkan.

5. Pengusaha dengan need of achievement biasanya memiliki naluri dan
kapabilitas untuk membuat rencana jangka panjang dan cara
mengorganisasi perusahaan yang dipimpinnya. Pengusaha yang
sukses seringkali dikaitkan dengan kemampuannya dalam melakukan
antisipasi, menemukan alternatif-alternatif tindakan dan memprediksi
konsekuensi-konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibuatnya.
Berdasarkan kelima pola hidup tersebut Mc Clelland mencoba

menjelaskan suatu lingkungan psikologis yang mempengaruhi perilaku

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada akumulasi
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Demikian halnya juga dengan seorang suami dan seorang istri,
berdasarkan kemampuan dan motivasi yang mereka miliki, mereka sebagai
subjek hukum ingin mengembangkan diri, oleh karena itu mereka
mengaktualisasikan kemampuan dan motivasi dengan mendirikan Perseroan
Terbatas sebagai bentuk dari kebutuhan untuk berprestasi.

Keberadaan Perseroan Terbatas harus melalui proses yang benar dan
sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lahir atau berdirinya suatu
Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh Undang-Undang.
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Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan
bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, kemudian di dalam
pasal penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “orang”
adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau
badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan
prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
bahwa pada dasarmnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan
berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang
pemegang saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendiri suatu
Perseroan Terbatas paling sedikit harus terdiri dari dua orang ataupun badan
hukum, pengecualian hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara
yang berbentuk Perseroan Terbatas®.

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang yang merupakan
pasangan suami istri. Notaris harus mengklarifikasi suami istri tersebut
membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan mereka.
Kalau mereka membuat perjanjian kawin, berarti suami istri itu secara
hukum memiliki harta secara terpisah atas seluruh hartanya sehingga suami
istri tersebut masing-masing berhak bertindak masing-masing secara
terpisah sebagai pendiri suatu Perseroan Terbatas, karena masing-masing
bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya
sendiri-sendiri secara terpisah. Sebaliknya apabila yang bersangkutan
menikah tetapi tidak membuat suatu perjanjian kawin, maka mereka sebagai
suami istri merupakan satu pihak (bukan dua pihak) karena terjadi
persekutuan harta, dan sudah tentu tidak memenuhi syarat sebagai pendiri
suatu Perseroan Terbatas.’

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh lebih dari dua orang, tetapi
diantara para pendiri tersebut terdapat pasangan suami istri yang menikah
tidak dengan membuat perjanjian kawin, artinya secara konkrit dapat
dihitung bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh lebih dari dua orang, akan

tetapi apabila kita melihat status suami-istri tersebut sebagai suami istri

®Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps.7.
°L.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas, Cet . 1, (Jakarta: Pradnya Paramita,

1994), him.3-4.
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yang menikah tanpa perjanjian kawin, berarti dapat disimpulkan
berdasarkan keterangan di atas, bahwa suami istri tersebut dianggap sebagai
satu pihak, dan tentunya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai
kedudukan suami istri tersebut dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan
Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang mengkonstatir semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan para penghadap dalam mendirikan Perseroan
Terbatas sudah seharusnya memahami kedudukan para penghadap tersebut,
dalam hal penghadap bertindak untuk diri sendiri, bertindak secara
bersama-sama, dan/atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan
sebagai Direktur yang mewakili sebuah Perseroan Terbatas. Keharusan ini
adalah mutlak, karena segala apa yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar
merupakan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan semua
pihak di dalam menjalankan Perseroan Terbatas.

Sebagai contoh, di dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham, penghitungan suara dalam kourum kehadiran dan kourum keputusan
diperoleh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir/diwakili.
Penerapan ketentuan ini akan menjadi sulit apabila tidak dijelaskan terlebih
dahulu mengenai kedudukan suami istri tersebut yang bertindak secara
sendiri-sendiri, bersama-sama, atau salah satu pihak bertindak berdasarkan
penunjukan sebagai wakil dari suami istri tersebut, begitu pula dalam hal
pengambilan  suara, bagaimana  apabila  terdapat  perbedaan
pendapat/perbedaan suara antara pasangan suami istri tersebut, tentunya hal
ini harus dipikirkan oleh Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam
proses pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang
salah satu pemegang sahamnya adalah pasangan suami istri tanpa perjanjian
kawin.

Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian
Perseroran Terbatas seharusnya sudah dapat memikirkan hal di atas dan
tidak hanya berhenti pada pemikiran bahwa Perseroran Terbatas sudah dapat
berdiri setelah dipenuhi ketentuan pendiri suatu Perseroan Terbatas paling

sedikit harus terdiri dari dua orang atau badan hukum tanpa memikirkan
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lebih lanjut bagaimana konsekuensi pengaturan ketentuan mengenai
kedudukan suami istri (tanpa perjanjian kawin) tersebut dalam Anggaran
Dasar suatu Perseroran Terbatas.

Dalam Perseroan Terbatas terdapat banyak kebutuhan dan
kepentingan, baik kebutuhan dan kepentingan pribadi masing-masing
maupun kebutuhan dan kepentingan antar pribadi, untuk itu pengaturan hak
dan kewajiban masing-masing pihak dalam anggaran dasar Perseroan
Terbatas héruslah dengan jelas dan benar ditentukan.

Mengingat banyaknya kebutuhan dan kepentingan yang terdapat
dalam suatu Perseroan Terbatas, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak
mustahil terjadi konflik antara sesama manusia, dikarenakan
kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila
dalam melaksanakan kepentingannya merugikan kepentingan orang lain,
oleh karena itu agar kepentingan-kepentingan masing-masing pihak tidak
terganggu, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus
dicegah dan diantisipasi sebelumnya.

Penulisan ini menganalisa permasalahan yang mungkin akan
dihadapi oleh Perseroan dikarenakan terdapatnya kelalaian dari Notaris
dalam memahami kedudukan suami istri yang menikah tanpa perjanjian
kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Kelalaian ini
merupakan hal yang fatal, dikarenakan dengan adanya kelalaian tersebut
maka hak dan kewajiban para pihak yang tersebut di dalam akta tidak dapat
dilaksanakan.

Etika hubungan sesama rekan Notaris mengajarkan bahwa sebagai
sesama pejabat umum, Notaris harus saling menghormati dalam suasana
kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa Notaris tidak mengkritik, menyalahkan
akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau
masyarakat. Penulisan tesis ini tidaklah bermaksud untuk mengkritik atau
menyalahkan akta yang dibuat oleh Notaris yang membuat akta pendirian
PT X, melainkan bertujuan untuk menghimbau para Notaris untuk selalu
mengikuti perkembangan dan terus menambah ilmu pengetahuan. Sudah
seharusnya Notaris memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum hukum
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1.2.

1.3.

kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik-baiknya agar
masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan

sebagai masyarakat.

Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan

sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman kedudukan suami istri sebagai pemegang
saham dalam Perseroan Terbatas?

2. Bagaimanakah peran Notaris dalam hal Pemegang Saham dalam
Perseroan Terbatas merupakan suami istri?

3. Bagaimanakah penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai

Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

Metode Penelitian

Penulisan hukum di dalam penelitian tesis ini, merupakan penelitian
hukum secara normatif bersumberkan kepada sistematika peraturan
perundang-undangan yang merupakan sumber hukum tertulis'®, yaitu
terhadap aturan-aturan hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perkawinan
nasional berupa kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dilakukan, dalam
artian hukum sebagai suatu kaidah atau norma berupa tata hukum dari
hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Perseroan Terbatas, dan harta dalam hukum perkawinan
nasional berdasarkan penelitian kepustakaan (library research), yaitu
penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini dilakukan
berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni

memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok

%Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

1986), him. 252-264
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permasalahan, selanjutnya dipilih sebagai teknik pengumpulan data berupa

data-data dalam'':

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di
Indonesia, yang terdiri dari (a) Norma dasar, (b) Peraturan dasar, (c)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (d) Undang-Undang, (e)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (e) Peraturan
Pemerintah, (f) Keputusan Presiden, (g) Peraturan Daerah, (h) Bahan
hukum yang tidak dikodifikasikan, (i) Yurisprudensi. (j) Traktat, (k)
Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan
informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta
implementasinya, contoh: Rancangan Undang-Undang, laporan
penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah,
laporan penelitian, skripsi, tesis, das &vseriasi,

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder,
contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk,
buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan
pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.
Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan data,

kemudian semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun

secara sistematik dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat diperoleh gambaran
serta pendapat yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan
yang dibahas.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa

kualitatif terhadap data sekunder.

1.4. Sistematika Penulisan.
Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga

bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

" Qri Mamudji, et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. .30-31.

Uni . .
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BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar
belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang
berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai pemahaman kedudukan suami istri dengan dan
tanpa perjanjian kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas,
Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas yang pemegang
sahamnya merupakan suami istri, dan bagaimana penerapan pengaturan
kedudukan suami istri tersebut sebagai Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas. Bab ini menguraikan tentang pemahaman
pengaturan harta perkawinan berdasarkan sistem hukum di Indonesia
sehingga dari pemakaman tersebut dapat diketahui bagaimana kedudukan
suami istri tersebut sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas,
sehingga kemudian dapat dipaparkan mengenai pendapat bagaimana
seharusnya pengaturan kedudukan suami istri sebagai pemegang saham
tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh
dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan

dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.
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BAB 2

PEMAHAMAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PEMEGANG

2.1.

SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

Pengertian Perkawinan dan Akibat Perkawinan terhadap Harta
Kekayaan dalam Perkawinan

Pembahasan mengenai akibat perkawinan terhadap harta kekayaan
suami istri dalam perkawinan haruslah dimengerti terlebih dahulu mengenai
pengertian dari perkawinan. Perkawinan yang jalani seseorang merupakan
suatu peristiwa hukum yang berdampak pada harta kekayaan suami istri
tersebut.

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam
lalu lintas hukum. Kehidupan manusia terus berkembang, dalam perjalanan
hidupnya, manusia mempunyai kehendak untuk hidup membentuk sebuah
keluarga. Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang dipergunakan setiap
manusia untuk mewujudkan salah satu tujuan hidupnya. Perkawinan
merupakan suatu lembaga yang yang sangat mempengaruhi kedudukan
seseorang dibidang hukum'?,

Berikut pengertian dan akibat perkawinan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

2.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan diatur dalam bab empat, buku kesatu Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di

Indonesia, Cet. 11, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), him.1.
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”Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-

hubungan pe:rdata”]3

, Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat sahnya
perkawinan hanya dari segi perdatanya saja, hal ini dikuatkan oleh Pasal 81
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “tiada
suatu acara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua pihak kepada
pejabat keagamaan mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan
catatan sipil telah berlangsung”'?.

Pengertian perkawinan tidak didefinisikan secara jelas, oleh karena itu
berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata diberikanlah definisi atau perumusan

mengenal pengertian perkawinan, antara lain definisi tersebut diberikan
perumusannya oleh Scholten, yang menyatakan bahwa:
perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara
seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan
perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan
membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi'’.
Dan pengertian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur perkawinan
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

a.  Perkawinan adalah sah apabila perkawinan telah diakui secara sah

oleh Undang-Undang;

b.  Perkawinan menganut asas monogami,
c.  Perkawinan pada asasnya dimaksudkan supaya berlangsung kekal dan
abadi;

d.  Perkawinan tidak memperhatikan aspek biologis, karena semata-mata
mementingkan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh

Undang-Undang.

PKitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). Diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. XXIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), Ps. 26.

"“Ibid., Ps. 81
*Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, (Depok: 2006), hlm. 55.
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 menyatakan bahwa:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakukan
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.
Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah
dengan sesuatu persetujuan antara suami istri'®.

Pada pasal di atas disebutkan mulai saat perkawinan dilangsungkan,
demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan
istri, demi hukum disini berarti bahwa tanpa melakukan suatu perbuatan
lain, yaitu hanya karena perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri
yang bersangkutan maka timbullah harta campuran bulat antara suami istri.

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh harta dan hutang
yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang
akan diperoleh dan diadakan dikemudian hari selama perkawinan, sehingga
ketentuan mengenai harta bersama suami istri menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan. Sebagai
konsekuensi dari adanya persatuan bulat maka segala harta termasuk
mengenai keuntungan/labanya dan hutangnya menjadi keuntungan/laba dan
beban bagi kedua belah pihak.

Lembaga hukum harta campuran bulat ini menggambarkan adanya
hubungan yang sangat erat antara suami istri dan hubungan yang erat itu
dijelmakan dalam prinsip-prinsip bersama-sama menanggung suka dan
duka'’.

Persatuan bulat sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau
diubah dengan sesuatu persetujuan di antara suami istri tersebut, sesudah
perkawinan dilangsungkan keadaan harta perkawinan tersebut harus tetap
‘dipertahankan, hal ini berhubungan dengan prinsip adanya ketentuan
larangan-larangan tertentu bagi suami istri yang dimuat dalam Pasal 1678
dan Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi
sebagai berikut:

18 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op. cit., Ps. 119.
17 Wahyono Darmabrata, op.cit., him. 133.
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Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan.

Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-
pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak
terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah'®,

Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Antara suami istri tak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam ketiga hal

berikut:

le. jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda
kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah
dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau
suaminya itu menurut hukum,;

2e. jika penyerahan yang dilakukan olech seorang suami kepada istrinya,

Juga dan siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan

yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang

telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu

Jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;
3e. jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk

melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya

sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari
persatuan.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ketiga hal ini, hak-hak
para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu
pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara
tidak langsung'’.

Larangan-larangan yang disebutkan pada pasal-pasal di atas
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya keadaan berupa pemberian
keuntungan oleh pihak satu kepada pihak yang lain, sehingga akan timbul
perubahan dalam keadaan harta perkawinan yang justru dilarang oleh

Undang-Undang.

2.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Undang-Undang Perkawinan)

8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). op.cit., Ps. 1678.
¥ Ibid., Ps. 1467.
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Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan jelas
definisi dari perkawinan yaitu “lkatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

yang maha esa””.

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan bahwa unsur-unsur
dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai
berikut:

a.  Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan
seorang wanita;
b.  Perkawinan menganut asas monogami;
Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal;
d. Perkawinan memperhatikan agama dan kepercayaan;
e.  Perkawinan memperhatikan aspek biologis.
Memahami makna persekutuan hidup yang kekal antara seorang pria
dan wanita tentunya hal ini juga berakibat pada persekutuan harta kekayaan

diantara pria dan wanita tersebut di dalam perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama;

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain®.

Ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa Undang-Undang
Perkawinan mengenal adanya harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan maksudnya adalah harta

benda yang diperoleh sepanjang perkawinan, artinya sejak perkawinan

2 Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN

No. 3019, Ps. 1
2 1bid., Ps. 35.
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dilangsungkan sampai dengan perkawinan putus. Demikian pula dengan
segala hadiah atau pemberian yang diberikan selama perkawinan
berlangsung masuk sebagai harta bersama apabila ditentukan demikian,
termasuk segala hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung
menjadi masuk kedalam harta bersama, sehingga berdasarkan hal ini dapat

disimpulkan bahwa harta bersama meliputi:

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;

b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan
apabila ditentukan demikian;

c. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung,
kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami
istri?Z,

Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing
sebagai hadiah atau warisan yang merupakan bawaan dari masing-masing
suami dan istri. Harta bawaan ini telah dimiliki oleh suami istri sebelum
mereka melangsungkan perkawinan, harta bawaan tersebut berada di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Harta bawaan merupakan harta yang terpisah dari harta bersama, merupakan

harta pribadi masing-masing suami istri.

Harta milik masing-masing suami istri atau harta pribadi meliputi:

a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam
perkawinan, termasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat
sebelum perkawinan yang belum dilunasi;

b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian,
kecuali kalau ditentukan lain;

c. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali
ditentukan lain;

d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami istri
sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang
yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik
pribadi tersebut®.

22 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, op.cit., him. 96.
2 Ibid, him. 99.
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2.2. Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang
Perkawinan menyatakan bahwa para pihak yaitu suami istri dapat membuat
suatu ketentuan lain mengenai harta kekayaan mereka di dalam perkawinan.
Ketentuan lain yang dimaksud adalah dibuatnya ketentuan mengenai harta
kekayaan dalam perkawinan yang menyimpang dari prinsip pokok yang
terkandung di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Penyimpangan tersebut haruslah dituangkan dalam suatu perjanjian
tertulis yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin adalah
perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang merupakan calon suami dan
calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur
akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan mereka®*.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari Perjanjian
Perkawinan di atur dalam:

1). KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,

a.  Pasal 119 alenia pertama:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan
lain.

b.  Pasal 139:

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-
istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari
peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal
perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata
tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah

c. Pasal 147:

Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus

dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

% R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Cet
111, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), him. 74.
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Perjanjian  mulai  berlaku semenjak saat perkawinan
dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya.

d. Pasal 149:

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan
cara bagaimanapun, tak boleh di ubah.

e. Pasal 152:

Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang
mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-
undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku
terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu
dibukwkan Qdalam suatu register umum, yang harus
diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan
Negeri, yang mana daerah hukumnya perkawinan itu telah
dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri,
dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.

Ketentuan pasal-pasal di atas menggambarkan bahwa perjanjian
kawin harus dibuat dengan akta Notaris, dan pada saat sebelum perkawinan
dilangsungkan, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dipenuhi,
maka perjanjian kawin itu batal (Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

Dibuat dengan akta Notaris untuk memperoleh kepastian tentang
tanggal pembuatan perjanjian kawin, karena apabila diperbolehkan
membuat perjanjian kawin dengan akta di bawah tangan, maka ada
kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian
setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan perjanjian perkawinan dibuat
sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan dengan maksud agar setelah
perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti, mengenai
perjanjian kawin berikut isi perjanjian kawin itu. Perjanjian kawin berlaku
sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah (Pasal 149 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga

(pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang perlu didaftarkan

. Uni itas Ind i
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dalam register tersebut hanyalah petikan/salinan dari perjanjian perkawinan
tersebut. Selama hal itu belum didaftarkan, maka pihak ketiga boleh
menganggap, bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta
perkawinan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu
yang mutlak sebab apabila pihak ketiga mengetahui bahwa suami istri
kawin dengan adanya perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan
tersebut tidak didaftarkan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap
bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan.
Jadi, jika pihak ketiga tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ada perjanjian
kawin atau perjanjian itu tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat

menganggap bahwa suami istri itu kawin dengan kebersamaan harta®.

2). UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pasal 29:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut;

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak  perkawinan
dilangsungkan;

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan
untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan perumusan pasal-pasal di atas yang menjadi dasar hukum

dari perjanjian perkawinan, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian
perkawinan adalah?®:
a. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan

dilangsungkan;

% Ibid., hl. 82.
¢ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, op.cit., him. 71-74
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b.  Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis;

c.  Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan serta ketertiban umum;

d.  Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak boleh dirubah,
maksudnya adalah kecuali apabila suami istri menyetujui untuk
merubah perjanjian perkawinan dan perubahan tersebut tidak
merugikan pihak ketiga, maka berdasarkan Undang-Undang
Perkawinan perubahan tersebut adalah dimungkinkan®’. Hal ini tentu
berbeda dengan ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh
ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri,
namun pada prinsipnya tujuan pengaturan tersebut pada hakekatnya
untuk menghindarkan diri dari adanya perubahan dalam harta
kekayaan suami istri, yang nantinya dikhawatirkan akan merugikan
kepentingan pihak ketiga;

e. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan
dilangsungkan, sedangkan bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan
baru berlaku setelah dibukukan atau didaftarkan di dalam suatu

register umum.

Unsur-unsur perjanjian perkawinan tersebut haruslah dipenuhi karena
perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mempengaruhi
kelanjutan pengaturan harta kekayaan suami istri dalam mengarungi rumah
tangga untuk mencapai tujuan perkawinan. Perjanjian perkawinan
diharapkan dapat menghindari konflik dalam pengurusan harta kekayaan
suami istri di dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan juga berpengaruh kepada kedudukan suami
istri sebagai orang selaku subjek hukum yang mempunyai hak dan

kewajiban dalam hubungan hukum.

* Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan. op.cit., Ps. 29 ayat (4).
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Mengenai bagaimana kedudukan suami istri sebagai subjek hukum
berkaitan dengan diadakan atau tidak diadakannya perjanjian perkawinan

dalam perkawian mereka adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perkawinan dengan Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin berakibat pada kedudukan suami istri tersebut di
hadapan hukum, dengan diadakannya perjanjian kawin berarti suami istri itu
secara hukum memiliki harta secara terpisah. Masing-masing suami istri
tersebut berhak bertindak atas harta bendanya sendiri tanpa perlu mendapat
persetujuan antara satu dengan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang, agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing suami
istri bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta
kekayaannya sendiri-sendiri secara terpisah, masing-masing pihak
memperoleh apa yang diperoleh atau di dapat selama perkawinan itu
termasuk keuntungan dan kerugiannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri berlaku sebagai
undang-undang bagi kedua belah pihak, juga berlaku bagi pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa macam perjanjian kawin,
yaitu:

a.  Perjanjian kawin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta
menurut Undang-undang, yang terbagi dalam:

(1). Perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, yaitu antara
suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama
sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda
menurut Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung dan
rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran
apapun dengan tegas ditiadakan®;

(2). Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan, yaitu antara
suami istri diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan
pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 139.

Universitas Indonesia
Kedudukan suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



(3).

Undang tidak ada. Hanya untung yang dibagi, sedangkan jika
rugi istrinya hanya turut memikul hingga bagiannya dalam
keuntungan, terhadap kerugian selebihnya, istri tidak dapat
dituntut?’;

Perjanjian kawin persekutuan untung rugi, yaitu antara suami
istri diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja,
sedangkan persekutuan harta menurut Undang-Undang tidak

ada’’.

b.  Perjanjian kawin dalam hal mana terdapat persekutuan harta, terbagi

dalam:

).

(2).

3).

Perjanjian kawin diluar persekutuan dengan bersyarat, yaitu
antara suami istri diperjanjikan bila suami hidup lebih lama dari
istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun, tetapi
kalau istni yang hidup lebih lama dari suami, maka terdapat
persatuan hasil dan pendapatan;

Perjanjian kawin persatuan harta tetapi diperjanjikan walaupun
terdapat persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi tanpa
adanya persetujuan istri, suami tidak dapat
memindahkan/membebani harta istrinya yang dimasukkannya
dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke
dalam persatuan®';

Perjanjian kawin persatuan harta tetapi diperjanjikan walaupun
telah berlaku persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi
jika si istni selama perkawinan mendapat harta yang menurut
keterangan pemberi hibah akan jatuh diluar persekutuan harta
yang akan terjadi karena perkawinan, istri akan berhak
mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut

hasilnya, dan pemberi hibah harus hadir 32,

® Ibid. Ps. 164.
30 Ibid. Ps. 155.
3! Ibid. Ps. 140 Ayat (3).
32 Ibid. Ps. 140 Ayat (2).
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Dengan melihat macam-macam perjanjian kawin di atas, secara nyata
Undang-Undang telah memberikan cakupan apa yang diperjanjikan dalam
perjanjian kawin, karena dengan adanya perjanjian kawin, berarti
percampuran harta ditiadakan sehingga berakibat hukum melihat suami istni

tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek hukum yang terpisah.

2.2.2. Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin

Perkawinan tanpa perjanjian kawin, berarti bahwa sebelum
perkawinan antara suami istri tidak diperjanjikan pengaturan mengenai harta
kekayaan diantara keduanya. Suami istri mempunyai satu kepentingan, yaitu
kepentingan untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala
keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa®. Definisi ini menunjukkan bahwa selama perkawinan berlangsung
antara suami istri terdapat ikatan lahir bathin sebagai satu kesatuan yang
kekal.

Sebagai satu kesatuan yang kekal, hak dan kedudukan suami istri
adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam
pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak
untuk melakukan perbuatan hukum®, yang dalam melakukan perbuatan
hukum tersebut, pihak yang satu memerlukan persetujuan dari pihak yang
lain.

Perkawinan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan sejak suami istri
menikah maka dianggap telah terjadi percampuran barta, harta bersama
timbul dari suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan. Suami istri yang
menikah tanpa membuat perjanjian kawin diantara mereka maka secara

normatif suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang/subjek hukum.

* Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan. op.cit., Ps. 1.
34 Ibid., Ps. 31 ayat (1) dan (2).
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2.3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Badan Hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan
Hukum dianggap sama dengan manusia, Yyaitu sebagai ‘‘manusia
buatan/tiruan” atau artificial person yang dapat berfungsi sebagai manusia
biasa (natural person atau natuurlijke person) yang bisa menggugat atau
digugat, bisa membuat keputusan, mempunyai hak dan kewajiban, utang
piutang, dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.

Perseroan yang merupakan badan hukum mampu bertindak
melakukan perbuatan hukum melalui organnya, oleh karena itu perseroan
juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri. Dia bisa
mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Akan tetapi, untuk
dapat diakui sebagai subjek hukum, dia harus memenuhi persyaratan
tertentu.

Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum yaitu
pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan
badan hukum Perseroan®”.

Menurut ajaran umum, pengertian badan hukum haruslah memenuhi
unsur-unsur °°:

1).  Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
Perseroan Terbatas yang merupakan suatu badan hukum

mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah darm harta
kekayaan pemegang sahamnya, dan diperoleh dari pemasukan para
pemegang saham yaitu berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan
modal disetor. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang
diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam
hubungan hukumnya di masyarakat. Dengan demikian, apabila
dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi
oleh Perseroan Terbatas maka pertanggungjawaban yang timbul
tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam

Perseroan tersebut, oleh karenanya secara hukum mempunyai

35 Ibid., Ps. 7 ayat (4).
¥Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas,
Cet 11, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), him. 29.
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pertanggungjawaban sendiri. Meskipun harta kekayaan Perseroan

berasal dari pemasukan para pesero pendiri, harta itu terpisah sama

sekali dengan harta kekayaan masing-masing pesero pendiri.

Perbuatan hukum pribadi para pesero pendiri dengan pihak ketiga

tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang

terpisah itu.

Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut:

a). Kreditur pribadi dari para pesero pendiri dan atau para
pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta
kekayaan badan hukum itu;

b). Para pesero pendiri dan juga para pengurusnya secara pribadi
tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;

c). Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum
tidak diperkenankan;

d). Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara
para pesero pendiri dan atau para pengurusnya dengan badan
hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum
dengan pihak ketiga;

e). Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang
dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu 3N

Mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha,
Perseroan mempunyai tujuan sendiri sebagai mana ditentukan dalam
anggaran dasar Perseroan. Perseroan harus mempunyai maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar
Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan %,

Nama Perseroan seringkali mencerminkan tujuan dari Perseroan
tersebut, misalnya Perseroan Terbatas Asuransi Maskapai Indonesia,
maka dari namanya saja telah dapat diketahui bahwa Perseroan

Terbatas Asuransi Maskapai Indonesia bergerak dibidang asuransi.

37 Ibid., hal 30.
38 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.,, Ps.18
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Tujuan Perseroan bukan merupakan tujuan/kepentingan pribadi dari
satu atau beberapa orang peseronya dan perjuangan untuk mencapai
tujuan Perseroan dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu organ

Perseroan’’.

Mempunyai kepentingan sendiri

Perseroan  Terbatas mempunyai  kepentingan sendiri,
kepentingan yang dilindungi hukum, yang tidak lain adalah
merupakan hak-hak subjektifnya sebagai akibat dari peristiwa-
peristiwa hukum yang dialami Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas
yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan
mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam

pergaulan hukumnya 40,

Mempuayai organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, badan hukum itu adalah suatu
konstruksi hukum, badan hukum yang merupakan suatu kesatuan
sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organnya.
Demikian halnya dengan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas
Mmempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham,
Direksi dan Dewan Komisaris. Sampai dimana organ yang terdiri dari
manusia-manusia sebagai anggotanya dapat bertindak dalam hukum
sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana
anggota-anggota yang duduk dalam organ dipilih, diganti dan
sebagainya di atur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan
rapat anggota, demikian halnya Perseroan Terbatas sebagai badan
hukum, unsur sebagai organisasi yang teratur dapat diketahui melaluij
ketentuan Undang-Undang Peseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3 Budiarto, op.cit., hlm. 30.
4 1bid., him. 30-31.
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2.4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan
pelaksanaannya“ .

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan unsur — unsur yang
terdapat pada Perseroan Terbatas adalah:

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum,;

a
b.  Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;

o

Perseroan Terbatas menjalankan usaha tertentu;

&

Perseroan Terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham;
e.  Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum pada
tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan
hukum Perseroan. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas lah yang menjadi dasar pengesahan sebuah badan hukum.

Dengan disahkan, didaftarkan dan diumumkannya akta pendirian
Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang
bersangkutan tidak saja mengikat bagi Para Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris Perseroan, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak
melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas. Mengingat Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas mengikat para pihak yang berkepentingan dengan
Perseroan Terbatas, maka secara yuridis formal kiranya dapat dikemukakan
bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi
Perseroan Terbatas. Disebut demikian karena maksud dan tujuan pemegang
saham Perseroan Terbatas, besarnya modal Perseroan Terbatas dan hal-hal

lain yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas®?.

4! Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps.1 angka 1.

“? Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Cet I, (Bandung:
Nuansa Aulia, 2006), him. 26.
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Akta Pendirian Perseroan Terbatas merupakan sebuah perjanjian yang
diadakan oleh dua orang atau lebih, perjanjian itu memuat kesepakatan
mengenai pendirian sebuah Perseroan Terbatas, perjanjian tersebut dibuat di
hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Hal ini senada dengan prinsip yang dipegang oleh Perseroan Terbatas
dalam rumusan pengertiannya yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau
lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*?. Ketentuan
ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang
Perseroan Terbatas bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan
didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu
orang pendiri.

Berdasarkan Pasal di atas dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan
suatu Perseroan Terbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan Perseroan;

b. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan
mendirikan Perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil
bagian saham pada saat Perseroan didirikan;

c.  Perjanjian pendirian Perseroan tersebut dinyatakan di hadapan Notaris
(notariel) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang
sekaligus memuat anggaran dasar Perscroan’.

Konsekuensy dari dasar perjanjian dalam Perseroan Terbatas mengakibatkan

persyaratan yang ditentukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pendiri, sebab perjanjian

sehubungan dengan pendirian Perseroan Terbatas senantiasa didahului

dengan persetujuan diantara para pendiri tentang segala sesuatu yang
bertalian dengan pendirian perseroan terbatas tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pendiri
sebelum membuat perjanjian dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas di
hadapan Notaris sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

3 Ibid., Ps. 7 ayat (1).
4 Budiarto, op.cit., him. 38.
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kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ada suatu hal tertentu, dan ada
suatu sebab yang halal®,

Kesepakatan yang telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tersebut kemudian dituangkan dengan bukti secara tertulis
yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta
Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris.

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan bagian dari Akta
Pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai bagian dari Akta Pendirian,
Anggaran Dasar memuat aturan main dalam Perseroan yang menentukan
setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik hak
Perseroan itu sendiri, Pemegang Saham maupun pengurus®.

Mengingat Anggaran Dasar merupakan ruh dari Perseroan Terbatas,
maka sebelum Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum, naskah akta
pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut harus disampaikan
kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
untuk diteliti, apakah Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut sudah
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang
harus diperhatikan jika ingin mendirikan Perseroan Terbatas adalah maksud
dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus jelas.

Pasal 15 Undang—Undang Perseroan Terbatas mengatur hal-hal apa
saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat di dalam anggaran dasar
Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b.  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

Jangka waktu berdirinya Perseroan;

a o

Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. Jumilah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham
untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan

nilai nominal setiap saham;

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 1320.
46 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cet. 1, (Bandung:
PT Alumni, 2004), him. 68.
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Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham;

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris;

Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden*’.

Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur

bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a.

telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya
dengan nama Perseroan lain;

bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah,
atau lembaga internasional, kecuali mendapat ijin dari yang
bersangkutan;

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau
menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf
yang tidak membentuk kata; atau

mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan

perdata*®,

Selain itu, nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan

Terbatas” atau disingkat PT, dalam hal Perseroan tersebut merupakan
Perseroan Terbuka maka pada akhir nama Perseroan ditambah kata

singkatan »Tbk”*’.

Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal seperti

tersebut di atas, berarti di dalam anggaran dasar dapat juga memuat

ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan

Terbatas. Hal-hal yang termasuk bertentangan dengan Undang-Undang

Perseroan Terbatas antara lain mengenai ketentuan tentang penerimaan

7 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas,op.cit., Ps. 15 ayat (1)
8 Ibid., Ps. 16 ayat (1).
* Ibid., Ps. 16 ayat (2) dan (3).
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bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi
kepada pendiri atau pihak lain®’.

Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas merupakan hukum positif
bagi suatu Perseroan Terbatas, ketentuan yang tercantum di dalam
Anggaran Dasar apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang
dibuat menjadi batal.

Mengingat terbatasnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas
dalam Undang-Undang, maka hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam
peraturan perundang-undangan dibenarkan kepada Perseroan Terbatas untuk
mengatur sendiri dalam Anggaran Dasarnya hal-hal yang masih dianggap
perlu. Tentu saja sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain disini
terdapat suatu keleluasaan bagi Perseroan Terbatas untuk menetapkan hal-
hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada.
Oleh karena itu dalam menyusun akta pendirian atau Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya
sehingga masalah-masalah dan ketentuan-ketentuan yang perlu dan
dianggap mendasar bisa dituangkan secara jelas dan lengkap dalam

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai Akta
Otentik

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dinyatakan di hadapan
Notaris. Hal ini berarti bahwa Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas merupakan sebuah akta otentik, karena dibuat oleh
Notaris sebagai pejabat umum yang mendapat kekuasaan dari negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi publik khusus dalam bidang hukum perdata.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan
bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan

oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum

°1bid., Ps. 15 ayat (2) dan (3).
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yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya’'

. Sehingga
berdasarkan pasal ini, suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

akta itu dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;

b.  akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang;

c. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa kata itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu’>.

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah mengenai segala perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan, akta tersebut agar tidak kehilangan otentisitasnya
harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan harus
dibuat oleh atau di hadapan Notaris di daerah hukum Notaris tersebut
berwenang, yang apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris diluar daerah
hukumnya maka akta tersebut menjadi tidak sah.

Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, berdasarkan
kalimat ini Undang-Undang menggolongkan akta Notaris menjadi dua jenis
yaitu:

a.  Akta yang dibuat oleh Notaris;
b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris dinamakan akta relaas atau akta
pejabat.

Akta relaas atau akta pejabat adalah suatu akta yang memuat relaas
atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu
keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri di dalam
menjalankan jabatannya sebagai Notaris™. Penandatanganan di dalam akta
relaas atau pejabat oleh para penghadap tidak lah merupakan suatu
keharusan bagi otentisitas dari akta, sebagai contoh pada pembuatan berita
acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang

yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, maka

5! Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Op.cit., Ps.1868

52 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet II, (Jakarta: Erlangga, 1982),
him. 48.

%3 Ibid., hal. 51.
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cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para pihak yang hadir telah
meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta, dan dalam hal ini akta
itu tetap akta otentik. Kebenaran isi dari akta relaas atau pejabat tidak dapat
digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu®.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dinamakan akta partij.

Akta partij adalah suatu akta yang berisikan suatu keterangan dan apa
yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan
Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada
Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain
itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau
melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan
itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik>.

Penandatanganan di dalam akta partij merupakan suatu keharusan bagi
otentisitas dari akta, apabila para pihak tidak menandatanganinya maka akta
kehilangan keotentisitasannya, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak
dapat menandatangani akta maka di dalam akta harus diterangkan apa yang
menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu ~oleh pihak yang
bersangkutan, sebagai contoh salah satu pihak tangan kanannya sakit, maka
keterangan mengenai sakitnya tangan salah satu pihak yang mengakibatkan
pihak tersebut tidak dapat menandatangani akta harus dicantumkan oleh
Notaris di dalam akta. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda
tangan atau surrogaat tanda tangan®®. Kebenaran isi dari akta partij dapat
digugat isinya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang
bersangkutan dalam akta merupakan keterangan yang tidak benar.

Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-
Undang. Akta otentik terdiri dari bagian-bagian akta yang ditentukan
Undang-Undang, bagian-bagian akta tersebut adalah bagian-bagian yang
mengandung unsur-unsur otentik karena bagian-bagian tersebut disyaratkan

oleh Undang-Undang.

34 Ibid., hal. 51.
%5 Ibid.
%6 Ibid., hal. 52.
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Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris  (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris)

menyebutkan:

(1). Setiap akta Notaris terdiri dari:

a.  awal akta atau kepala akta;

b. badan akta; dan

c.  akhir atau penutup akta.

(2). Awal akta atau kepala akta memuat:

a. judul akta;

b. nomor akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d.  nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3). Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;

. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c.  isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan; dan

d.  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4).  Akhir atau penutup akta memuat:

a.  uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7);

b.  uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan
atau penerjemahan akta apabila ada;

C. mnama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan ,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta ; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5)- Akta Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat
Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal
penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya®’.

Notaris menjamin kebenaran otentik suatu akta, Notaris menjamin

akan kebenaran tanggal dan waktu, identitas, isi, dan tandatangan suatu akta

57 Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN
No. 4432, Ps. 38.
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sehingga dalam membuat suatu akta, Notaris harus benar-benar menguasai
teknik penulisan suatu akta.

Kepala akta merupakan bagian dan permulaan akta. Judul akta
diberikan untuk memudahkan semua pihak mengetahui apa yang dibahas di
dalam akta dan juga memudahkan Notaris untuk melakukan pencarian akta
di dalam protokol Notaris. Nomor akta juga diberikan untuk memudahkan
pencarian akta.

Waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun merupakan suatu hal yang amat
penting, mengingat Notaris menjamin akan kebenaran otentik atas tanggal
dan waktu. Tanggal dan waktu bisa mempengaruhi berlaku atau tidaknya
suatu akta, sebagai contoh sebuah perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat
setelah perkawinan, sehingga ke otentisitas tanggal dan waktu suatu
perjanjian perkawinan mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu perjanjian
perkawinan.

Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, termasuk penyebutan
apabila terdapat Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat
Sementara Notaris beserta nomor dan tanggal penetapan pengangkatan,
serta pejabat yang mengangkatnya haruskan dituliskan dengan jelas demi
menerangkan bahwa akta tersebut adalah benar dibuat oleh Notaris yang
berwenang di wilayah kerjanya.

Penyebutan identitas penghadap yang sekaligus menerangkan
komparisi akta yaitu kedudukan seseorang yang menghadap seorang
Notaris. Sebagai penghadap, penghadap dapat bertindak untuk diri sendiri
dan/atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan sebagai
Direktur yang mewakili sebuah Perseroan Terbatas, kedudukan penghadap
merupakan suatu bagian yang harus dinyatakan secara hati-hati, tepat, dan
cermat karena hal ini merupakan hal pokok atas berwenang atau tidaknya
penghadap untuk bertindak, dalam hal ini ketentuan yang tertuang dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah dipenuhi, yaitu
mengenai kecakapan dan keberwenangan penghadap dalam hukum untuk

membuat suatu perjanjian, bahkan dalam praktek terdapat opini yang
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menyatakan bahwa apabila komparisi salah maka seluruh akta menjadi
salah.

R. Kadiman, mantan ketua jurusan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia menjabarkan bahwa arti dari perkataan komparisi adalah:>®

1. Komparisi atau comparisi (ejaan terakhir jangan dipakai lagi
sehubungan dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang
disempurnakan) adalah bagian yang sangat penting suatu akta notaris
karena padanya tergantung apakah akta itu sah atau batal,

2. Perkataan “komparisi” adalah salinan dari bahasa Belanda comparitice
yang ditiru dari perkataan Perancis comparution yang berarti
“tindakan menghadap dalam hukum atau di depan seorang notaris atau
pejabat umum lain”. Definisi ini diambil dan Dictionnaire du
Notariat, jilid 3 hlm. 427, yaitu kamus untuk para Notaris, yang
mengatakan bahwa komparisi adalah:

Action de comparaitre en justice ou devant un notaire ou autre officier
public.

3. Dalam dunia notariat perkataan “komparisi” mengandung arti yang
lebih luas. Komparisi tidak hanya mengenai persoalan apakah orang
yang  menghadap itu  mempunyai  kecakapan  bertindak
(rechtsbekwaam), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk
melakukan tindakan (rechtsbevoegd) mengenai soal yang dinyatakan
(geconstateerd) dalam surat akta.

Komparisi akta masuk ke dalam isi akta karena isi akta adalah
merupakan kehendak dan keinginan dari penghadap yang identitasnya
dijelaskan pada komparisi akta. Apa yang tertuang dalam isi akta yang
disepakati penghadap haruslah merupakan suatu hal yang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan.
Keberadaan saksi pengenal juga merupakan suatu hal yang menguatkan
sebuah komparisi.

Pembacaan dan penandatanganan suatu akta merupakan bagian dari
syarat verlijden. Pembacaan akta oleh Notaris harus dilakukan di hadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi-saksi,

pembacaan harus diberitahukan di penutup akta termasuk apabila Notaris

%Tan Thong Kie, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cet. II (revisi), (Jakarta: PT Ichtiar

Baru Van Hoeve, 2000), him. 49.
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tidak membacakannya dikarenakan para penghadap telah membaca sendiri
akta tersebut. Segera setelah pembacaan akta maka akta tersebut
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Dalam hal terdapat
pihak yang tidak dapat menandatangani akta, maka alasan tidak
ditandatangani akta tersebut oleh salah satu pihak harus diberitahukan di
penutup akta. Pelanggaran mengenai pembacaan dan penandatanganan akta
mengakibatkan suatu akta Notaris hanya mempunyai kekuatan seperti akta
di bawah tangan. Ketentuan ini merupakan sebagian dari kewajiban Notaris
yang tertuang pada pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) dan (8) Undang-
Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) huruf'l:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta
di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris™,

Pasal 16 ayat (7):

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan kerena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 16 ayat (8):

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dan ayat
(7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan di
bawah tangan.

Pengecualian terhadap persyaratan di atas berlaku untuk akta wasiat> .

2.6. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik
Akta Otentik merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak

semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.cit. Ps. 16 ayat (1) huruf 1, ayat (7),
(8), 9).
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Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan bahwa “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak
beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka,
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Kekuatan pembuktian sempuma yang terdapat dalam suatu akta
otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan
persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan
pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta
otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna
(volledig) dan mengikat (bindende) sehingga akta akan kehilangan
keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Kekuatan pembuktian yang wajib terdapat di dalam suatu akta otentik
adalah kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil.

Kekuatan pembuktian lahir berarti kekuwatan pembuktian yang
didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku acta
publica probant sese ipsa yang berarti suatu akta yang lahimya tampak
sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai
terbukti sebaliknya®. Berarti snatu akta otentik mempunyai kemampuan
untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik

Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan
bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar
merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran
tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil
pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu
yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat
Umum dalam menjalankan jabatannya®'. Akta dibawah tangan tidak
mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan

dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

% I umban Tobing, op. cit., him. 55.
¢! Ibid. ,hlm. 57.
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Kekuatan Pembuktian Materiil artinya bahwa secara hukum (yuridis)
suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau
para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Tidak
hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh
akta itu, akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar
terhadap semua orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai
bukti terhadap dirinya®.

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian di atas, maka berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notaris agar suatu akta notaris memiliki syarat
otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:

a.  Para penghadap yang telah memenuhi syarat (minimal berusia 18
tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum)
menghadap Notaris di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan
tersebut;

b. Para penghadap tersebut harus dikenal Notaris atau diperkenalkan
padanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit
18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum
atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya;

Para penghadap mengutarakan maksudnya;

d.  Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah
akta;

e.  Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para
penghadap dan dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi
persyaratan; ,

f. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris
kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan
apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut
harus dilakukan pada saat tersebut.

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

2 Ibid. ,hlm. 59.
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sempurna, apa yang dimuat di dalam Anggaran Dasar haruslah dapat

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Peranan Notaris dalam Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas

Dalam praktek bila hendak mendirikan sebuah Perseroan Terbatas
biasanya para pendiri cukup mengutarakan keinginannya kepada Notaris,
dan selanjutnya Notarislah yang akan merumuskan atau memformulasikan
semua keinginannya dan kemudian dituangkan dalam akta. Schubungan
dengan hal ini, Notaris dapat menyiapkan suatu konsep yang sebagian sudah
baku dan kemudian ditambah serta diubah sesuai dengan kebutuhan yang
dihadapi, baik mengenai hal-hal khusus yang merupakan kehendak para
pendiri yang juga ingin dimasukkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Hal-hal yang dikehendaki oleh para pendiri yang masih dimungkinkan atau
sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku kemudian dirumuskan
oleh Notaris menjadi suatu naskah yan g secara hukum adalah benar dan sah.

Penuangan dalam kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti
maksudnya adalah agar jangan sampai terjadi suatu pengertian yang samar-
samar, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, apalagi
bertentangan. Disinilah sebenarnya fungsi dan peran seorang Notaris, selain
sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, dia juga berfungsi sebagai
penasehat hukum dibidangnya yang memberikan penjelasan dan nasihatnya,
demi sahnya akta yang dibuat dan bisa menampung kehendak para pihak.

Seringkali orang yang datang atau pihak yang berurusan dengan
Notaris masih sangat awam mengenai masalah hukum. Membaca komparisi
suatu akta saja mereka sudah bingung dan kurang mengerti maknanya. Dan
memang Notaris tidak berkepentingan untuk menjelaskan segala aspek
hukum sesuatu yang tampaknya ruwet dengan bahasa hukum yang berbelit,
akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai
kewenangan dan kewajiban Notaris yang menyatakan bahwa Notaris

berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

Kedudukan suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 200§’ Miversitas Indonesia




42

akta serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, terkecuali ada alasan untuk menolaknya®.

Berpegangan kepada wewenang dan kewajiban Notaris sebagai

pejabat umum, maka Notaris harus memahami benar tata cara dan syarat-

syarat apa saja yang dibutuhkan oleh penghadap untuk mendirikan

Perseroan Terbatas.

Tata cara mendirikan Perseroan Terbatas dalam prakteknya dapat

dijelaskan sebagai berikut®*:

a.

Pertama-tama para penghadap datang kepada Notaris untuk mohon
dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memuat juga
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dimana anggaran dasar Perseroan
Terbatas ini dapat dibuat sendiri oleh para pendirinya atau dapat juga
minta bantuan Notaris untuk membuatnya;

Setelah akta pendirian yang dibuat oleh Notaris tersebut selesai dan
ditandatangani oleh para pendirinya maka selanjutnya dimintakan
pengesahan sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri)
melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum
secara elektronik dengan mengisi format isian sebagaimana diatur di
dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Untuk meminta pengesahan ini para pendiri atau salah seorang
pendirinya dapat menghadap langsung dengan membawa pengantar
dari Notaris namun dapat pula memberikan kuasa kepada Notaris
untuk memintakan pengesahan dari Menteri;

Berdasarkan adanya permohonan ini Menteri kemudian meneliti isi
dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana diatur di
dalam Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Setelah diadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap Akta Pendirian
Perseroan Terbatas tersebut maka Menteri dapat memberikan
pengesahan atau menolak memberikan pengesahan dengan disertai

alasan-alasan penolakannya secara tertulis;

3 Ibid, Ps. 15 ayat (2) huruf e dan Ps; 16 ayat (1) huruf d.
$ Budiarto, op.cit., him. 90
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f. Selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah memperoleh
pengesahan sebagai badan hukum tersebut dibawa ke Kantor
Percetakan Negara untuk kemudian diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia.

Mengacu kepada tahapan-tahapan pendirian di atas, dalam
melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, Notaris dalam memenuhi
keinginan para penghadap untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus
memberi informasi atau mensosialisasikan dengan sejelas-jelasnya kepada
penghadap mengenai apa yang harus dipenuhi dan diketahui oleh para
penghadap yaitu antara lain:

a.  Meminta identitas dari para penghadap;

b. Dalam akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain
berdasarkan surat kuasa®’;

c. Pendiri Perseroan harus minimal berjumlah dua orang dan
kehendaknya dituangkan di dalam akta Notaris dengan menggunakan
Bahasa Indonesia®®, kecuali bagi Persero yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh negara, atau Perseroan yang mengelola bursa efek,
lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pasar Modal, kewajiban Perseroan didirikan oleh dua orang
atau lebih tidak berlaku®’;

Apabila pendiri merupakan pasangan suami istri harus dipastikan

apakah pasangan suami istri tersebut menikah dengan atau tanpa

perjanjian kawin, karena hal ini akan berpengaruh pada kedudukan
suami istri tersebut di hadapan hukum.

d.  Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat
Perseroan Terbatas didirikan®, dan menyetorkan bagian sahamnya

sesuai dengan nilai nominal sahammnya kepada Perseroan sesuai

% Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas,op.cit., Ps. 8 ayat (3).
% Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas,op.cit., Ps. 7 ayat (1).
7 Ibid, Ps. 7 ayat (7).
%8 Ibid, Ps. 7 ayat (2).
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ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 32 dan 33 Undang-Undang

Perseroan Terbatas, yaitu:

Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

(1). Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta Rupiah).

(2). Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat
menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar
daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).
(3). Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah®.

Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

(1). Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan
disetor penuh.

(2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

(3). Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk
menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh’’.

e.  Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status
sebagai badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota
Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut’’.

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang

saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling

lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham
yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada
orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang
lain, apabila hal ini tidak dipenuhi maka setelah jangka waktu tersebut
terlampaui maka segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas
permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat

membubarkan Perseroan tersebut’>.

% Ibid, Ps. 32.
7 Ibid, Ps. 33.
" Ibid, Ps. 14.
2 Ibid, Ps. Tayat (6).
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f. Menjelaskan secara rinci apa saja yang harus diatur di dalam
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan merupakan aturan main dalam
menjalankan sebuah Perusahaan, sehingga kesepakatan yang dibuat di
dalam anggaran dasar haruslah dibuat seteliﬁ mungkin untuk menghindari
terjadinya konflik dikemudian hari.

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk
membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, oleh karena itu Notaris
memegang peranan yang besar terhadap isi dari akta pendirian Perseroan
Terbatas yang dibuat di hadapannya. Notaris harus selalu mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga di masa yang akan datang tidak
terjadi permasalahan di antara para pihak yang disebabkan oleh
ketidaktahuan atau kelalaian dari Notaris dalam membuat Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Sangat dimungkinkan sekali pada saat Notaris menyarankan idenya
terhadap isi yang akan dimuat di dalam akta pendirian para pihak akan
menyatakan keberatannya, akan tetapi dengan diajukan beberapa saran atau
masukan tentunya para pihak akan lebih dapat mencari kesepakatan-
kesepakatan lain yang lebih baik dan berguna yang dapat direalisasikan di
dalam Akta Pendirian.

Pengertian dan Tanggung Jawab Pendiri sebagai Pemegang Saham
dalam Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa besamnya
Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor merupakan hal
yang harus dimuat di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Besamya
modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ditentukan oleh pendiri
Perseroan sebagai pemegang saham dalam Perseroan.

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting dalam

Perseroan Terbatas, baik sebagai unsur kepemilikan maupun sebagai unsur

iversi 3
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permodalan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi
mengenai apa yang dimaksud dengan pemegang saham, akan tetapi
pengertian pemegang saham tersebut dapat disimpulkan melalui ketentuan
pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa
setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan
didirikan”’. Berdasarkan ketentuan ini maka setiap pendiri yang telah
mengambil bagian saham dan telah menyetorkan nilai nominal saham
tersebut ke dalam Perseroan maka pendiri tersebut menjadi pemegang
saham dalam Perseroan Terbatas. Pemegang saham adalah seseorang atau
badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham di dalam

Perseroan. Para pemegang saham adalah pemilik dari Perseroan Terbatas

yang mereka dirikan.

Pemegang saham yang memiliki saham memiliki hak kebendaan
terhadap saham tersebut, sebagai subjek hukum pemegang saham
mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku
pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap
setiap orang’ .

Kapasitas pemegang saham sebagaimana terlihat dalam ciri-ciri
perseroan adalah hanya bertanggung jawab sebatas pada nilai saham yang
diambilnya serta tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, namun tanggung
jawab terbatas tersebut akan hilang atau hapus dalam hal ketentuan Pasal 3
ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas terjadi yaitu apabila:

a.  Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi;

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk
kepentingan pribadi;

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

73 Ibid., Ps. 7 ayat 2.
" 1.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, cet . VI, (Bekasi: Kesaint Balnc, 2006), him.

202-203.
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d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan’".

Kedudukan dan tanggung jawab pendiri sebagai pemegang saham
dalam Perseroan Terbatas senantiasa berubah-ubah.

Pada tahap persiapan pendirian Perseroan Terbatas, para pendiri
belum mempunyai kedudukan apapun karena Perseroan Terbatas belum
berdiri, diantara mereka masing-masing bertanggung jawab secara pribadi
atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dalam rangka pendirian
Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum
yang telah dilakukan ini, yaitu perbuatan hukum yang berkaitan dengan
susunan dan penyertaan modal serta susunan saham Perseroan akan menjadi
tanggung jawab pribadi dari para pendiri, kecuali sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,
perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan
penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan
didirikan tersebut dicantumkan dalam akta pendiriannya, dan naskah asli
atau salinan resmi akta otentik mengenai‘ perbuatan hukum dimaksud
dilekatkan menjadi satu dalam akta pendirian Perseroan atau nomor,
tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta
otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan, maka Perseroan
akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum
yang dilakukan oleh para pendiri tersebut.

Bila hal di atas tidak dilakukan, maka menurut Pasal 12 ayat (4)
Undang-Undang Perseroan Terbatas maka perbuatan hukum dari para
pendiri tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan.

Pada tahap setelah Perseroan Terbatas berdiri, dalam arti bahwa telah
dibuat akta pendirian di hadapan Notaris namun belum disahkan sebagai
badan hukum, kedudukan para pendiri adalah sebagai pemegang saham
sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

7 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps. 3 ayat 2.
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Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib
mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Jadi pada saat
pendirian, para pendiri adalah pemegang saham pada Perseroan yang
didirikannya itu, namun belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang
saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan
melebihi saham yang dimilikinya, karena Perseroan belum menjadi badan
hukum.

Dengan demikian pada fase setelah Perseroan Terbatas berdiri namun
belum disahkan sebagai badan hukum, para pendiri masih harus
bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah
dilakukannya walaupun perbuatan hukum it dilakukan untuk kepentingan
Perseroan.

Tanggung jawab para pendiri ini menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dialihkan kepada Perseroan
dengan syarat bahwa Perseroan harus lebih dulu mendapat pengesahan
sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
Perseroan melakukan tindakan secara tegas berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham ataupun berdasarkan persetujuan tertulis dari semua calon
pendiri sebelum Perseroan didirikan untuk menerima semua perjanjian yang
dibuat oleh para pendiri, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang
timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau mengukuhkan secara
tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan.
Apabila Perseroan tidak mengukuhkan hal-hal tersebut, yaitu tidak
menerima, mengambil alih, atau tidak mengukuhkannya, maka menurut
Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, masing-masing
pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab
secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Pada tahap berikutnya, yaitu pada saat Perseroan telah disahkan
sebagai badan hukum, para pendiri berkedudukan sebagai pemegang saham
telah menyetor penuh saham yang menjadi bagiannya dengan dibuktikan
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dengan bukti penyetoran yang sah. Pada tahap ini, kedudukan pendiri adalah
sebagai pemegang saham dan tanggung jawabnya mengikuti ketentuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan
bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Pemilik modal sebagai pemegang saham mempunyai kontrol terakhir
terhadap pengelolaan dananya oleh Direksi, hal tersebut dilakukan melalui
Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan selaku badan hukum merupakan
subjek hukum yang mandiri yang mempunyai keberadaan serta kepentingan
yang terpisah dari pemegang sahamnya dan oleh karena itu meskipun
pemegang saham mempunyai kontrol terakhir melalui Rapat Umum
Pemegang Saham, maka hal tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh
pemegang saham. Pemegang saham yang mempunyai itikad buruk
memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi diancam
dengan sanksi kehilangan tanggung jawab terbatasnya.

Dalam menjalankan Perseroan Terbatas diperlukan keharmonisan
kerjasama yang diciptakan oleh para pemegang saham, keseimbangan
kedudukan antara seluruh pemegang saham mutlak diperlukan untuk
melahirkan suatu kinerja yang harmonis dalam kegiatan usaha demi
memajukan Perseroan. Oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham adalah
wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham, maka Rapat Umum
Pemegang Saham mewakili kepentingan para pemilik modal, sehingga
sudah sewajarnya jika keputusan-keputusan yang menyangkut struktur
organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang saham adalah
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengaturnya.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ Perseroan yang
mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas dan/atau Anggaran Dasar '°, hal ini berbeda dengan ketentuan

yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama yaitu

76 Ibid., Ps. 1 angka 4.
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Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1
angka 3 yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah
organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris’’.

Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk Rapat Umum
Pemegang Saham sudah di atur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak

sepanjang semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan Perseroan.

Permodalan, Saham, dan Hak Pemegang Saham
Modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal

saham. Adanya modal merupakan konsekuensi dari syarat pendirian

Perseroan Terbatas yang harus didirikan berdasarkan pada perjanjian antara

paling sedikit dua orang. Undang-Undang mengharuskan para pihak yang

terlibat dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas mengambil bagian
sahamnya pada saat Perseroan didirikan yang merupakan modal awal

Perseroan. Dengan demikian, modal dasar yang telah disetor merupakan

kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik Perseroan yang pada

awalnya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang telah
diambilnya.

Modal merupakan syarat materil] untuk mendirikan Perseroan
Terbatas, maksud dari syarat materill adalah dalam pendirian Perseroan
Terbatas harus ada modal. Pasal 32 dap 33 Undang-Undang Perseroan
Terbatas, menjabarkan bahwa struktur modal Perseroan Terbatas dibagi
menjadi sebagai berikut:

a. Modal Dasar (Autorized Capital) adalah modal maksimum dimana
modal dapat dikeluarkan tanpa melakukan perubahan anggaran dasar
dan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Modal
dasar merupakan jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas.

7 Ibid., Ps. 1 angka 3.
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b. Modal yang ditempatkan (Issued Capital) adalah sejumlah modal
dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri Perseroan dalam
bentuk saham.

c. Modal yang disetor (Paid Up Capital) adalah modal yang telah
dipenuhi kewajiban penyetorannya oleh para pendiri Perseroan. Modal
ini yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Seluruh saham
yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan

Perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri
Perseroan Terbatas harus dalam bentuk uang tunmai. Namun tidaklah
demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya
tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan Pasal 34 Undang-Undang
Perseroan Terbatas sebagai berikut:

(1). Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang

dan/atau dalam bentuk lainnya.
(2). Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham

ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan

harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
(3)- Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus
diumumkan dalam! (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu

14 (empat belas) hari setelah akta pendirian dltandatangam atau

setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut’®

Pada saat Perseroan didirikan, para pendiri harus sudah melakukan
kewajiban penyetoran atas seluruh bagian yang diambilnya, para pendiri
Perseroan adalah pihak yang pertama kali memberikan modal pada
Perseroan yang didirikannya itu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan
bahwa Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan
bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat

Perseroan didirikan.

78 Ibid., Ps. 34.
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Analisa terhadap kaitan diantara kedua pasal di atas adalah bahwa
pendiri Perseroan harus menyetorkan sejumlah nilai nominal kedalam suatu
Perseroan sebagai modal awal Perseroan dan kemudian atas nilai nominal
yang disetorkan tersebut maka pendiri memperoleh saham sebagai miliknya
di dalam Perseroan sebanding dengan nilai nominal yang telah
disetorkannya, atau dengan kata lain pendiri menyetorkan sejumlah uang ke
dalam Perseroan yang nantinya akan ditukar dengan bentuk saham sebagai
bukti pemilikan pendiri sebagai pemegang saham di dalam Perseroan.

Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa
saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, hal ini berarti bahwa
Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kebendaan
kepada pemiliknya dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap
orang. Saham merupakan tanda bukti diri bagi orang yang namanya
tercantum pada saham tersebut, sehingga setelah saham yang menjadi milik
orang tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, maka
orang tersebut berhak mendapatkan hak-hak yang melekat pada saham
tersebut.

Terdapat dua macam Daftar Pemegang Saham yang wajib dimiliki
oleh suatu Perseroan Terbatas yaitu’:

1. Daftar Pemegang Saham Umum, yang disebut dengan Daftar

Pemegang Saham saja; dan
2. Daftar Pemegang Saham Khusus, yang disebut dengan Daftar Khusus.

Dalam Daftar Pemegang Saham harus memuat sekurang-
kurangnya sebagai berikut®®:

a.  Nama dan alamat Pemegang Saham;

b.  Jumlah, nomor, dan tanggal perolehaﬁ saham yang dimiliki oleh
Pemegang Saham, dan Kklasifikasinya dalam hal dikeluarkan
lebih dari satu klasifikasi saham;

¢.  Jumlah yang disetor atas setiap saham;

®Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Cet. III, (Bandung:
Citra Aditya Bakri, 2008), him. 38.
% Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps. 50 ayat (1) dan (3).
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Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima
Jjaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perseroan
Terbatas;
Pencatatan setiap perubahan atas kepemilikan saham.

Sedangkan Daftar Pemegang Saham Khusus berisikan hal-
hal sebagai berikut:
Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi
beserta keluarganya pada Perseroan tersebut (jika ada);
Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi
beserta keluarganya pada Perseroan lain (jika ada);
Keterangan mengenal kcpemilikan saham anggota Dewan
Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan tersebut (jika
ada);
Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan
Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan lain (jika ada);

Peneatatan setiap perubahan atas kepemilikan saham®'.

Daftar Pemegang Saham Khusus dimaksudkan untuk mencegah

kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dari pihak Direktur ataupun

Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting dalam

Perseroan Terbatas, baik sebagai unsur kepemilikan maupun sebagai unsur

permodalan.

Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a.  menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang

Saham;
b.  menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaaan hasil likuidasi;
C. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang®.

81 Ibid., Ps. 50 ayat (2) dan (3)
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Hak lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham berdasarkan Undang-
Undang adalah Pemegang Saham juga memiliki hak memesan efek yaitu
apabila Perseroan hendak menerbitkan saham baru, terlebih dahulu
ditawarkan kepada Pemegang Saham lama®. Setiap Pemegang Saham
berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, apabila dirugikan
karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang
wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,
dan/atau Dewan Komisaris®.

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak
menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham atau
Perseroan berupa perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan
kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih
Perseroan, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau
pemisahan85 .

Pada dasarnya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
dilakukan sekali dalam satu tahun oleh Direksi Perseroan, akan tetapi dalam
hal tertentu Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham lainnya atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila anggaran dasar
menentukan suatu jumlah yang lebih kecil®.

Uraian-uraian di atas menggambarkan bahwa pendiri Perseroan
dengan menyetorkan modalnya ke dalam Perseroan akan memperoleh
haknya sebagai Pemegang Saham. Hak-hak tersebut akan diperoleh para

Pemegang Saham apabila Perseroan yang didirikan menurut dan sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

82 Ibid., Ps. 52 ayat (1).
8 Ibid., Ps. 43 ayat (1).
8 Ibid., Ps. 61.

8 Ibid., Ps. 62 ayat (1).
8 Ibid., Ps. 79 ayat (2).
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Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan mengenai saham
sebelumnya, maka saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu®’:

a.  Saham sebagai bagian dari modal, karena pada dasamya saham itu
merupakan modal, sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian
Perseroan Terbatas, maka dapat dikatakan bahwa tiap saham
merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham,;

b. Saham sebagai tanda anggota, karena setiap orang yang akan ikut
serta sebagai anggota dalam kerja sama Perseroan Terbatas
diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai
inbreng ke dalam Perseroan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan
dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama
dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan orang tersebut
adalah anggota yang disebut pesero dari Perseroan Terbatas dan
sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota;

c.  Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat
yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak,
berhak atas segala sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas.

2.10. Penerapan Pengaturan Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang
Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Telah dibahas pada bagian awal bab ini bahwa sebuah perkawinan

yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan
dilaksanakan berakibat pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan
hukum.

Adanya perjanjian kawin berarti suami istri itu secara hukum memiliki
harta secara terpisah. Perjanjian kawin yang dimaksud dalam hal ini adalah
perjanjian kawin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta benda,
yaitu antara suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama

sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut

87 Budiarto, op.cit, him. 54.
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Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan
pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan®®.

Berdasarkan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda di atas,
masing-masing suami istri tersebut berhak bertindak atas harta bendanya
sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya
sendiri-sendiri secara terpisah tanpa perlu mendapat persetujuan antara satu
dengan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang,
agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing pihak memperoleh apa
yang diperoleh atau di dapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan
dan kerugiannya, berarti percampuran harta ditiadakan sehingga berakibat
hukum melihat suami istri tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek
hukum yang terpisah.

Sedangkan sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mengadakan
perjanjian kawin sebagaimana disebutkan diatas sebelum perkawinan
dilaksanakan mengakibatkan sejak suami istri menikah maka dianggap telah
terjadi percampuran harta, harta bersama timbul dari suatu perbuatan hukum
yaitu perkawinan. Suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian
kawin diantara mereka maka secara normatif suami istri tersebut dianggap
sebagai satu orang/subjek hukum.

Penjelasan di atas dapat dijadikan dasar bagi Notaris dalam
menganalisa para pihak yang akan menjadi pendiri sebuah Perseroan
Terbatas dalam hal di antara para pihak yang akan mendirikan Perseroan
tersebut terdapat pasangan suami-istri. |

Dalam hal hanya terdapat dua orang pendiri yang merupakan
pasangan suami istri yang menikah dengan perjanjian kawin diluar
persekutuan harta benda, maka pendirian Perseroan Terbatas dapat
dilaksanakan diantara keduanya, dikarenakan unsur bahwa Perseroan
Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian telah
terpenuhi. .

Dalam hal hanya terdapat dua orang pendiri yang merupakan

pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, maka pendirian

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 139.
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Perseroan Terbatas tidak dapat dilaksanakan diantara keduanya karena
unsur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih
berdasarkan perjanjian tidak terpenuhi, sehingga agar Perseroan Terbatas
dapat didirikan, maka pasangan suami istri tersebut wajib mengikutsertakan
satu atau beberapa pihak lagi sebagai pendiri, sehingga unsur bahwa
Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan
perjanjian dapat terpenuhi.

Penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai Pemegang
Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan hal yang mutlak diatur secara
benar dan tepat di dalam komparisi akta pendirian Perseroan Terbatas,

karena dari sinilah segala hak dan kewajiban pemegang saham dapat

ditentukan.

Analisa terhadap Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham
dalam Perseroan Terbatas
(Analisa terhadap Penerapan Pengaturan Kedudukan Suami Istri

sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas PT X, berkedudukan di

Kabupaten Bekasi)

2.11.1. Kasus Posisi

Berdasarkan pokok permasalahan di dalam penulisan ini, maka analisa
pembahasan Anggaran Dasar PT X ditujukan kepada pencrapan peraturan-
peraturan yang menyangkut segala perbuatan dan/atau persyaratan yang
harus dipenuhi oleh para pemegang saham sebagai subjek hukum dikaitkan
dengan kedudukan suami istri di dalam mendirikan dan menjalankan
Perseroan Terbatag sebagaimana tersebut di bawah 1ni:

a. Perseroan Terbatas PT X didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia. (selanjutnya disebut PT X).

b.  PT X didirikan pada tanggal 14-09-2004 (empat belas September
duaribu empat) dengan demikian PT X didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

C. PT X didirikan oleh dua orang pendiri, yaitu Tuan A dan Nyonya B.

. niversitas Indonesia
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Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istri yang menikah
tanpa mengadakan Perjanjian Kawin;

d.  Pada komparisi Akta Pendirian tidak diterangkan bahwa Tuan A dan
Nyonya B adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian
kawin.

€. Modal Dasar PT X sebesar Rp. 400.000.000,- terbagi atas 1000
saham, masing-masing saham bemnilai nominal Rp. 400.000,-, dari
Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Tuan
A dan Nyonya B masing-masing sebesar 125 saham, dengan nilai

nominal seluruhnya masing-masing Rp. 50.000.000,-

2.11.2. Analisa Kasus
Pendiri PT X yaitu Tuan A dan Nyonya B.

Berdasarkan komparisi pada Akta Pendirian tidak diterangkan bahwa
Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istri, sehingga dengan tidak
dijelaskan status hukum dan kedudukan pasangan tersebut maka pihak lain
dapat beranggapan bahwa Tuan A dan Nyonya B merupakan dua subjek
hukum yang berbeda.

Sebagai dua subjek hukum yang berbeda, maka mereka masing-
masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam Perseroan,
seperti misalnya mereka mempunyai hak untuk menghadii dan
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima
pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan
hak lainnya berdasarkan Undang-Undang,

Dengan tidak disebutkan status dan kedudukan pasangan suami istri
tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang telah dimuat di dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar PT X dapat dilaksanakan sebagaimana berlaku
bagi Pendiri/Pemegang Saham dalam kedudukan masing-masing sebagai
dua orang atau dua subjek hukum yang berbeda. Dalam penerapan hak suara
maka Tuan A mempunyai 125 hak suara dan Nyonya B mempunya 125 hak
suara, maka segala penghitungan jumlah persyaratan kuorum kehadiran
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maupun kuorum keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihitung
berdasarkan jumlah dimaksud.

Pada saat pendirian PT X tersebut, para pendiri menyerahkan Kartu
Identitas Penduduk kepada Notaris (selanjutnya disebut KTP), dan
berdasarkan KTP tersebut tertera bahwa Tuan A dan Nyonya B bertempat
tinggal di tempat kediaman yang sama. Pada tahap pengenalan penghadap
ini, dibutuhkan ketanggapan, ketelitian, dan kehati-hatian Notaris dalam
memeriksa identitas penghadap, karena dari KTP tersebut dapat dilihat
kecakapan para penghadap di hadapan hukum yang tentunya hal ini akan
berpengaruh pada kedudukan para penghadap di hadapan hukum.

Pada kasus ini, bukan merupakan hal yang janggal apabila Notaris
setelah membaca KTP tersebut bertanya kepada para penghadap mengenai
status Tuan A dan Nyonya B tersebut, karena Notaris dalam menjalankan
Jjabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum®. Mengingat yang bersangkutan bertempat tinggal ditempat yang
sama Notaris dapat bertanya kepada Tuan A dan Nyonya B mengenai
hubungan hukum atau status dari suami istri tersebut.

Pada tahap pengenalan penghadap melalui identitas yang diberikan
kepada Notaris, Notaris dapat menganalisa apakah para pihak cakap dan
berwenang sebagai pihak di dalam akta. Notaris dapat lebih proaktif dalam
memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai akta yang dibuatnya.
Notaris disini berperan sebagai pihak yang menyusun atau merancang
perjanjian para pihak. Perancangan suatu perjanjian merupakan langkah atau
upaya untuk menuangkan seluruh bentuk rangkaian hak dan kewajiban yang
diharapkan disepakati atau telah disepakati oleh para pihak berkontrak ke
dalam suatu akta.

Dalam upaya perancangan suatu perjanjian/kontrak yang baik
tentunya seorang Notaris tidak bisa terlepas dari tujuan utama aktivitas
berkontrak, yaitu bagaimana dia sebagai pihak langsung terhadap perjanjian

yang sedang dirancang atau orang yang diwakilinya dapat memperoleh hak-

¥Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit. Ps. 16 ayat (1) huruf 1, ayat (7),

(8), 9.
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hak yang diinginkan secara maksimal, jelas, benar , dan berkekuatan

hukum. Oleh karena itu, seorang Notaris sebagai perancang

perjanjian/kontrak yang baik mempunyai tiga misi besar yang harus dicapai

dalam perancangan suatu perjanjian/kontrak, yaitu:

a. Secara maksimal mengakomodasikan perlindungan haknya/orang
yang diwakilinya dalam perjanjian/kontrak;

b.  Menghindari/meminimalisasi potensi masalah (antara lain dari
penggunaan terminology);

c.  Meminimalisasi risiko biaya dalam hal konflik tidak dapat
dihindarkan.

Dengan kata lain, Notaris sebagai pihak yang dianggap lebih
mengetahui hukum harus mampu mengantisipasi beberapa kemungkinan
yang terjadi mengenai akta yang sedang atau telah dibuatnya.

Pada prakteknya, pada saat pendirian Perseroan Terbatas Notaris
hanya meminta bukti identitas para penghadap yaitu berupa KTP, mengenai
bukti identitas lain seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, tidak diminta untuk
diperlihatkan kepada Notaris. Namun pada saat pendirian PT X, Notaris
seharusnya lebih jeli untuk mengetahui lebih lanjut status atau hubungan
dari para pendiri PT X, karena walau bagaimanapun, dikemudian hari status
perkawinan para pendiri tetap wajib diketahui, karena apabila dikemudian
hari salah satu pihak akan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka
dibutuhkan persetujuan dari suami atay istri pihak yang akan mengalihkan
saham tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis yaitu berupa kutipan akta
nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
Karang Barat, bahwa Tuan A dan Nyonya B merupakan pasangan suami
istri yang menikah tanpa mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan
dilangsungkan, sehingga diantara mereka dianggap telah terjadi
percampuran harta dan secara normatif suami istri tersebut dianggap sebagai
satu orang/subjek hukum.

Pada saat penandatangan akta pendirian, menurut pengakuan Tuan A

dan Nyonya B, Notaris telah mengetahui bahwa Tuan A dan Nyonya B
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merupakan pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin.
Namun, pada kenyataannya Notaris tidak memberikan masukan apapun dan
mengakomodir kehendak dari Tuan A dan Nyonya B untuk mendirikan
PT X.

Sebagai pasangan yang menikah tanpa perjanjian kawin maka suami
istri tersebut merupakan satu kesatuan karena terjadi percampuran harta dan
dengan demikian mereka merupakan satu subjek hukum atau dianggap
sebagai satu orang di dalam Perseroan Terbatas.

Pada Anggaran Dasar PT X, secara tertulis tersirat bahwa Tuan A dan
Nyonya B adalah dua orang yang berbeda, sehingga penerapan segala
ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar PT X dapat
diberlakukan tanpa ada suatu kendala, tetapi sebenarnya apabila ditelaah
lebih lanjut terdapat suatu kendala besar apabila dikaitkan dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar
Perseroan Terbatas. Kendala tersebut akan timbul apabila ternyata pada
proses pelaksaan atau menjalankan Perseroan terdapat suatu benturan atau
permasalahan yang dikaitkan pada kedudukan suami istri tersebut di mata
hukum, karena memang di Anggaran Dasar PT X tidak dicantumkan status
Tuan A dan Nyonya B, tetapi pada' kenyataannya tentu terdapat pihak-pihak
yang secara umum mengetahui bahwa Tuan A dan Nyonya B adalah
pasangan suami istri.

Di dalam menjalankan Perseroan suatu permasalahan tidak akan
timbul apabila suatu keputusan, ketetapan atau tindakan yang akan
dilaksanakan oleh Perseroan dapat dilaksanakan secara baik, akan tetapi
sebaliknya permasalahan akan timbul apabila ternyata dalam pengambilan
suatu  keputusan, ketetapan atau tindakan Perseroan tidak menemukan
solusi, dan kemudian pihak-pihak terkait mengemukakan bahwa pada
kenyataannya adalah Tuan A dan Nyonya B adalah suami istri yang
menikah tanpa perjanjian kawin dan seharusnya di dalam Anggaran Dasar
PT X disebutkan mengenai keadaan tersebut sehingga dalam penerapan

ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Anggaran Dasar PT X dapat
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas.

Permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat terjadi antara
lain adalah mengenai dipenuhinya unsur Perseroan Terbatas adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Apabila Tuan A dan Nyonya
B adalah suami istri yang menikah dengan perjanjian kawin diluar
persekutuan harta benda tentunya penerapan hal-hal di atas tidak akan
mengalami kendala, karena Tuan A, dan Nyonya B mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagai subjek hukum yang
berbeda.

Sedangkan pada kasus ini, Penulis berpendapat bahwa apa yang
tertuang di dalam Anggaran Dasar PT X tidaklah dapat dilaksanakan oleh
para pihak, karena unsur dari Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian tidaklah terpenuhi, karena Tuan A dan
Nyonya B adalah suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, sehingga
mereka merupakan satu kesatuan.

Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling
tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya tercantum
pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih®.

Berdasarkan isi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tersebut di atas terlihat bahwa apabila suatu perjanjian dibuat dengan sah
membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu
sama lain, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang menyebutkan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

Mengacu pada hal di atas, ketentuan mengenai kourum, hak suara,

deviden tidaklah dapat dilaksanakan, karena di dalam anggaran dasar

ditentukan bahwa:

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 1313,
! Ibid., Ps. 1234.
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Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka
mereka yang memiliki bersama-sama saham itu diwajibkan untuk menunjuk
seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Selama ketentuan di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, sedangkan pembayaran Deviden untuk saham itu ditangguhkan.

Agar ketentuan mengenai kourum, hak suara, deviden dan ketentuan-
ketentuan lainnya yang terdapat di dalam anggaran dasar PT X dapat
dilaksanakan, setelah PT X memperoleh status badan hukum maka dalam
jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut di
atas, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian
sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru
kepada orang lain®’.

Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan maka setelah
jangka waktu tersebut terlampaui dan jumlah pemegang saham tetap kurang
dari dua orang maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi
atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak

yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT X%,

Selain itu, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas
menyatakan:
Dalam Pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak
berhak memberikan kuasa kepada kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
Bunyi Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut
dapat dijelaskan bahwa tiap pemegang saham mempunyai hak suara sesuai
dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pemegang saham dapat
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham tetapi kuasa tersebut tidak boleh diberikan kepada lebih

dari satu orang dan dengan suara yang berbeda pula. Penafsiran pasal ini,

%2 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps. 7 ayat 5.
% Ibid. Ps. 7 ayat 6.
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apabila kita kaitkan dengan kedudukan Tuan A dan Nyonya B sebagai
suami istri tanpa perjanjian kawin, tentunya sebagai satu kesatuan, maka
pada pelaksanaannya antara Tuan A dan Nyonya B, di dalam menggunakan
hak suaranya tidak boleh mempunyai suara yang berbeda, mereka harus
mempunyal satu suara, dan apabila mereka berkehendak untuk menunjuk
pihak lain sebagai wakilnya, maka wakil mereka tersebut berjumlah satu
orang dan suara yang dikeluarkan adalah sama.

Selain itu, mengenai Jual beli saham di antara Tuan A dan Nyonya B,
sebagai konsekuensi dari percampuran harta, apabila terjadi jual beli saham
di antara Tuan A dan Nyonya B maka hal ini masuk kedalam larangan jual
beli antara suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1467 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian jual beli di
antara Tuan A dan Nyonya B tidak dapat dilaksanakan.

Analisa kasus di atas menggambarkan kemungkinan permasalahan
yang timbul sebagai akibat dari tidak dicantumkannya secara jelas mengenai
kedudukan suami istri sebagai penghadap di dalam komparisi sebuah akta.

Setelah menganalisa para pihak yang terlibat dalam pendirian
Perseroan Terbatas, seharusnya Notaris mengungkapkan ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi oleh para penghadap dan bagaimana
kedudukan suami istri tersebut dan permasalahan-permasalahan yang
mungkin terjadi dikemudian hari, Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT X,
secara hukum telah memenuhi ketentuan bahwa PT X telah didirikan oleh
dua orang, yaitu Tuan A dan Nyonya B, namun Notaris yang bersangkutan
scharusnya tidak berhenti pada pemikiran bahwa ketentuan didirikan oleh
dua orang atau lebih telah terpenuhi, akan tetapi dengan diketahui
sebelumnya oleh Notaris mengenai status Tuan A dan Nyonya B sebagai
suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, maka Notaris hendaknya:
a. menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami istri tersebut sebagai

pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, serta menjelaskan

ketentuan undang-undang dan konsekuensinya apabila pemegang
saham berjumlah kurang dari dua orang. Konsekuensi yang dimaksud

adalah sebagaimana dimuat di dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang
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Perseroan Terbatas yaitu apabila jangka waktu enam bulan tersebut
telah dilampaui, dan Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang,
maka Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala
perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang
berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan®,
b.  dengan berlandaskan pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan
hukumn maka Notaris menyarankan kepada suami istri tersebut agar
mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham, sebagai
contoh C, sebagai pemegang saham dalam Perseroan, dengan
demikian unsur Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh dua
orang atau lebih dapat terpenuhi, yaitu:
a). Tuan A dan Nyonya B (sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan); dan
b) TuanC.
apabila telah mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham,
dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka di
dalam komparisi akta disebutkan bahwa:
Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa mereka
adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa mengadakan
perjanjian kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terjadi percampuran bulat antara
harta kekayaan mereka sehingga mereka merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan, dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat
(5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tuan A telah ditunjuk

sebagai wakil bersama diantara mereka

% Loc. cit.
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BAB 3
PENUTUP

Kesimpulan
Pemahaman mengenai kedudukan suami istri sebagai Pemegang

1.

2.

Saham dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat dari ada atau tidaknya

suatu

perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan

dilangsungkan:

a.

apabila perkawinan dilangsungkan dengan diadakannya
perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda sebelum
perkawinan dilangsungkan maka mengakibatkan terjadinya
perpisahan harta secara keseluruhan, masing-masing suami istri
tersebut berhak bertindak atas namanya sendiri, sehingga
apabila suami istri tersebut mendirikan Perseroan Terbatas maka
suami istri  tersebut dianggap mempunyai kedudukan
sebagaimana halnya dua subjek hukum yang berbeda, suami istri
tersebut masing-masing merupakan pemilik dan pemegang
saham dalam Perseroan yang mereka dirikan;

apabila perkawinan dilangsungkan tanpa di adakannya
perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan maka
mengakibatkan terjadinya percampuran harta, dan suami istri
tersebut sebagai Pemegang Saham dianggap sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga sebagai Pemegang

Saham mereka secara bersama-sama merupakan pemilik dan

pemegang saham dalam Perseroan.

Peran Notaris dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

merupakan suami istri:
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a Notaris menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami istri
tersebut sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas,
baik apabila perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin
maupun apabila perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian
kawin;

b  dengan berlandaskan pada kedudukan suami istri tersebut di
hadapan hukum maka apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh
suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin maka Notaris
menyarankan kepada suami istri tersebut agar mengikutsertakan
pihak ketiga sebagai pemegang saham, atau apabila Perseroan
Terbatas tersebut telah disahkan sebagai badan hukum, maka
dalam jangka waktu enam bulan setelah dipahaminya
kedudukan suami istri tersebut maka suami istri tersebut harus
mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak ketiga atau
Perseroan mengeluarkan saham baru, termasuk menjelaskan
ketentuan undang-undang dan konsekuensinya  apabila
Pemegang Saham berjumlah Kkurang dari dua orang.
Konsekuensi yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat di
dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu
apabila jangka waktu enam bulan tersebut telah dilampaui, dan
Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang, maka Pemegang
Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan
dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang
berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan
Perseroan.

3. Penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai Pemegang

Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah:

a Dalam hal suami istri tersebut merupakan pasangan suami istri
yang menikah dengan perjanjian kawin diluar persekutuan harta

benda, maka di dalam komparisi akta disebutkan:

% Ibid.
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” bahwa Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan
bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah
dengan mengadakan perjanjian kawin diluar persekutuan harta
benda, sehingga berdasarkan Kketentuan Pasal 139 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata maka terjadi perpisahan harta,
maka masing-masing berhak bertindak untuk dan atas namanya
sendiri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas;
Dalam hal suami istri tersebut merupakan pasangan suami istri
yang menikah tanpa perjanjian kawin maka suami istri tersebut
harus mengikutsertakan pihak ketiga, sebagai contoh C, sebagai
pemegang saham dalam Perseroan, dengan demikian unsur
Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh dua orang atau
lebih dapat terpenuhi, yaitu:
a). Tuan A dan Nyonya B (sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan); dan
b)  Tuan C.
dan dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Perseroan
Terbatas, maka di dalam komparisi akta disebutkan bahwa:
Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa
mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa
mengadakan perjanjian kawin, sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi
percampuran bulat antara harta kekayaan mereka sehingga
mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Undang-Undang
Perseroan Terbatas, maka Tuan A telah ditunjuk sebagai wakil

bersama diantara mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka saran-saran yang dapat

dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:
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Bagi para pihak sebagai pendiri/Pemegang Saham dalam Perseroan
Terbatas:

a.

memberikan Kketerangan mengenai identitas diri dengan
didukung oleh surat-surat yang lengkap dan benar;
memberitahukan kepada Notaris mengenai status pernikahan
termasuk apabila perkawinan dilangsung dengan atau tanpa
perjanjian kawin;

menanyakan dengan rinci mengenai apa saja hak dan kewajiban
sebagai pendiri/Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
memastikan bahwa segala dokumen-dokumen sebagaij
kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas dapat

diurus dengan baik dan diselesaikan tepat waktu oleh Notaris .

Bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh

Undang-Undang untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas:

a.

Notaris memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum hukum
kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik-
baiknya agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dan sebagai masyarakat, oleh karena itu
Notaris harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang bersifat
dinamis, termasuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing;
meminta keterangan mengenai identitas diri para penghadap
dengan didukung oleh surat-surat yang lengkap dan benar,
menanyakan kepada para penghadap mengenai status
pernikahan termasuk ada atau tidak adanya perjanjian kawin
apabila para penghadap merupakan suami istri;

memastikan bahwa segala dokumen-dokumen sebagai
kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas akan
diurus dengan baik dan diselesaikan tepat waktu oleh Notaris;
selalu menjunjung tinggi etika profesi dan memastikan bahwa

akta yang dibuatnya terjamin sifat keotentisitasannya.

Universitas Indonesi
Kedudukan suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009 a




70

DAFTAR REFERENSI

A. Buku
Balfas, Hamud M. Hukum Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2006.

Budiarto, Agus. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan
Terbatas. Cet Il. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-undang No.l Tahun 74 Tentang
Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya.

Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2003.

Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta:
Gitama Jaya, 2004.

Hukum Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Depok: 2006.

dan Surini Ablan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

2004.

Fuady, Munir. Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Cet. I
Bandung: Citra Aditya Bakri, 2008..

Hadhikusuma, R.T. Sutantya R dan Sumantoro. Pengertian Pokok Hukum
Perusahaan. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Hadiwinata, Bob Sugeng. Politik Bisnis Internasional. Yogyakarta: Kanisius,
2002.

Ibrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan. Cet . 1. Bandung: Refika
Aditama, 2006.

Mamudji, Sri et al. Mefode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mubammad, Abdulkadir. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Cet. 1.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Kedudukan suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



71

Prawirohamidjojo, R. Soetoyo dan Marthalena Pohan. Hukum Orang dan
Keluarga. Cet II1. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Purwosutjipto, HM.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-
Bentuk Perusahaan. Cet. 4. Jakarta: Djambatan, 1986.

Rusli, Hardijan. Perseroan Terbatas dan aspek hukumnya. Cet. 1. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1996.

Sastrawidjaja, Man S dan Rai Mantili. Perseroan Terbatas Menurut Tiga
Undang-Undang. Cet.l. Bandung: Alumni, 2008.

Sembiring, Sentosa. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. Cet I.
Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Soekanto, Soerjono. Pribadi dan Masyarakat. Bandung: Alumni 1983.

Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986.

dan Otje Salman. Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial. Jakarta:
Rajawali Press, 1996.

Thong Kie, Tan. Serba-Serbi Praktek Notaris. Buku I Cet. Il (revisi). Jakarta: PT
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tobing, G.H.S. Lumban . Peraturan Jabatan Notaris. Cet 11. Jakarta: Erlangga,
1982.

Usman, Rachmadi. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Cet. 1.
Bandung: PT Alumni, 2004.

Widjaja, L.G. Rai. Pedoman Dasar Perseroan Terbatas. Cet. 1. Jakarta:Pradnya
Paramita, 1994.

Hukum Perusahaan. Cet . V1. Bekasi: Kesaint Balnc, 2006.

B. Makalah

Tumbuan, Fred B.G. “Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut
Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.” Makalah yang disajikan
pada acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang
diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta, 22 Agustus 2007.

Kedudukan suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



72

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004, LN No.
117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974. LN No.
1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Undang-undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995. LN No.
64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal. UU NO. 25 Tahun 2007.
LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007.
LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun. 1975. LN No. 12 Tahun
1975. TLN No. 3019.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). Diterjemahkan
oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 23. Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

Kedudukan suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



AKTA PENDIRIAN FERSERDAN TEREBATAS

PT . FEREE

Nomor = S¥- -

/

- Fada hari ini, Selasa, tanggal empat belag —————————-

September tahun dua ribu empat (14-09-2004) ——=—eo—e

~ Berhadapan dengan saya, (XRNSINERERIR O WRRIIRA -
Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, dengan dihadiri -—
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan vang ———

namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta imni = -—

VBOEXXDDSNY Master of Busingess —————meemecon e e —

Administration, lahir di B, pada tanggal ————-—-

o Juli tahun seribu sembilan ———————
ratus enam puluh delapan (BH-O7—1968) , ———— e

Swasta, hertempat tinggal di Bekasi, —-———————me————

Rukun Tetanggea 00X, Rukun Warga 011, Kelurahan -———-

Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Femegang -—-—-

kKartu Tanda Fenduduk Nomor @ MOIRATZY

SR
:h.hr‘:'

» pada tanggal S —————-—-

Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh ——————ee

CH ORI

puluh lima (Eﬂ&DE—l??S), wiraswasta ——————————— e

¥1 nomer 9

SN NG AT
DA AT

Rulun Warga 011, Kalurahan Lambangsairi,———==o e

Kecamatan Tambun Selatan, Femegang Kartu ————————-

RO R A RO SO

O

Kartu Tanda Fendudulk Nomor @
~
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,//Narga Negara Indonesia. —————————— e

-Untuk sementara keduanya berada di tarnigerang. —
| -Para Fenghadap telah saya, Notaris, kenal. ————————
-~ Para Penghadap dengan ini menerangkan. bahwa dengan
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. teles
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suat
perserocan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -
vang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk ———-——e- :

LERFAY

selanjutnya cukup disingkat dengan "Angaaran Dasar")

SEbagai BEF @ikl e e e

———————————— —NAMA DAN TEMFAT KEDUDUKAN . = e

——————————————————————— Pasa 1 d oo e e e e —————— v

1. Perseroan terbatas ini bernama F|. NERH ———————-
{selanjutnya dalam Anggaran Dasar CUlbup ————————e o
diéingkat dengan "FPerseroan’), berkedudukan di ——-
Bel ERES L o o e e o o s o o b . o o e T i £ o o e o i e ¢

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di

{ tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayvah
Republik Indonesia sebagaimans yenrg ditetapkan ale
Direksi dengan persetujuan Komisarils. -eeeceees—ee

e TONGEA WAKTU BERDIRIMNYA FERSEROMAN e

o s e v e s e e o o . et e e et S e bt B B Y T et it e e o ot

Perseroan didirikan untuk jangka wabtu vang tidak -
B By T Gy o o o o o e o o o o e o 0 A o o i e e e
e MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USBGME -~
e e o e e e o e s e NG L T em e e e s s s et e e e e e
1. Maksud dan tujuan Ferseroan adalalk e o

-I\ F’e |'-d Kgangan d BN T SHESEL L o s v e s s e s it s e et o o e cre s e S S
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.[‘2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ——
Ferseroan dapat melaksanakan keqgiatan usaha sebagai-
berikut: — e ————— e e —
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, ————-—
antara lain barang-—barang mekanikal/elektrikal, -
alat—-alat teknik, mesin-mesin dan suku cadangnya-
kendaraan bermotor, spare part/onderdil kendaraan
bermotor alat tulis dan perlengkapan kantor, ———-
komputer, alat telekomunikasi, bahan kimia, ————=
bahan bangunan, bahan makanan dan mirnuman Fingan.
meubeleir, furniture, tekstil, pakaian jadis ——=-
garment dan barang-barang hasil industri lainnya-

baik demgan cara ekspor/impor, antara pulau dan

lokal serta bertindak sebagai leveransir,
supplier, distributor, aqrossier, perwakilan atau-

agen baik dari perusahaan-perusahaan didalam

negeri maupun diluar negeri.

b. Fenyewaan, pengoperasian dan pemeliharaan

peralatan elektronika dan telekomunikasi gserta

pengoperasiannya dan jasa penyediaan jaringan

TELEKOMUIMI L QL y e o e e s o o i o o o o

| ¢« Instalasi dan peralatan komputer atau jaringan

komputer, UFS, Fanel kontrol, telekomunikasi dan-—

perangkat penunjang lainnya.

| d. Jasa konsultasi bidang komputer serta kegiatan

usaha terkait dan teknologi informasi termasuk

Internet Content Frovider Multimedia, Design.

dan pemrograman piranti lunak, distributor yang

\| Pkerhubungan dengan piranti lunak. ——————m——memee
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// 2. Penyediaan akses internet. ———————om—emm e

f. Menjalankan usaha di bidang Jjasa, yang meliputi

I jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.-
_____________________________ M O D B L e oo o s i e
____________________________ Fasal £ —— o
i. Modal Dasar FPerseroan berjumlah Rp.400. 000,000, ————-

{empat ratus juta rupiah) terbagi atas 1000 - =———we--

{seribu) saham masing — Masing sakham bernilai ———-
nominal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ——--—-
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatizan oleh —-
para pendiri Yadtug =
a.-penghadap Tuan “WEEPEDRASGY, Master of Gusiness —--
Administration sebanyak 12% (seratus dua puluh -
lima) saham, dengan nilal nominal Rp 400,00 ,——-
(empat ratus ribu rupilah) atau ==

SEHDESAIT wesasaseosananeaanoeusan "‘\"—J- B, 000 L OQ0,

(lima puluh juta rupiah) ——--w-

O AN O S

VSERIR

| b.-penghadap Nyonya

sebanyak 125 e

(seratus dua puluhb lima) -

saham atau SEbESaF wewuww. ..., Fp. S50, 000.000,

(lima puluh juta rupiah) —-—-eee-
~sehingga seluruhnya berjumlah -
250 (dua ratus lima puluh) ——eeee

OO0 . OO0,

saham atau sSebESar .s.ussenvwnoows FHp 100

(seratus juta rupiah) .——————e————

B.—=100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap -~
saham yang telah ditempatkan tersebul diatas

atau selurubnya berjumlab Kp 100, 000,000 e
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( (seratus juta rupiah) akan disetor penuh dengan ———-—
uang tunai kepada Perseroan oleh masing - masing ———

pendiri pada saat penandatanganan akta pendiriarm --——

4.—-Baham-saham yang masih dalam simpanan akan —————e—-
dikeluarkan oleh Ferseroan menurut keperluan —--—-—--
modal Fersercan dengan persetujuan Rapat ——————————=
Umum Femegang SaRam. ——— e o o e o e e e e e o e
~Fara pemegang saham yang namanya tercatat dalam ——--
Dafttar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu-—
urtuk mengambil bagian atas saham yvang hendak ——=—-—
dikelurkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) -
hari sejak tanggal penswaran dilakﬁkan dan masing —-
masing pemegang saham berhak mengambil bagian ————-——
seimbang dengan jumlah sahan yang mereka miliki —-—-—-
(Froporsional ) @ —— e oo e e ™
“Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih-—
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka ——==—

Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pemegang saham yvang masih berminat. ————""777
~Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat —————
bhelas) hari terhitung sejak penawaran kepada ———===—
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang ——
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi —-—
harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang -
bherminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran-—
pada karyawan herseroan itu masih ada sisa sahamn -

vang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara ——-

bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihzak -~

\
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___________________________ S A H O M ——mmm e i e
—————————————————————————— Pasal & ————r e
i. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroarn adalah -
| saham atas nama. == e e e
| 2. vang boleh dimiliki dan mempergunakan hak alas ——=—-
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau padan ——-
Hukum Indonesia. —— = s s s o e e e e e

| Z. Perseroan hanya mengakui seorang atauw satu badan ——-
| hukum sebagai pemilik dari satu saham. ———e—eem———-

| 4. Apabila sabam karena sebab apapun menjadi milik -——--
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama --
sama itu diwajibkan urntulk menunjulk seorang diantars
merska atau seorang lain sebagali kuasa mereba ————-
bersama dan yang ditunjuk atauw diberi bkbuasa ibu —-—--

sajalah yang berhak meapergunakan hiak yang di o——e---

berikarn oleh hukum atas saham tersebut. ———e————mem——
| S. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum di-———--
laksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalanm Rapat Umum Fem2gang

Saham, sedangkan pembayatran dividern wuntuik sabam g

o .l ‘tangguhl«: EUIY w oo o o e T v .y
lén Seorang pemegang saham menurut hukum haras furduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada senua keputusan -

vang diambil dengan sah dalam Rapat Umum FPemegang -

Saham serta peraturan perundang-—-undangarn yang — o
b 17 L Bl Ly oo e oo o e o s 8 1 s 1 £ S T s

<%

|7a Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dus) peasgang

k:s & h SRATE oo oo oo o s s s e o e i 49008 e crese ot s P Shoxs SneRe SERER A0S I Sit%0 e meter maoea yease settn meres SHEFS P o |
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/r' ————————————————— SURAT-SAHAM ————mm
———————————————————————— Fagsal & —————mmmeme e

1. Ferserocan dapat mengeluarkan surat saham. ——————————

-y

Y. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap —

| saham diberi sehelai surat saham. ——————————————————
| F. Burat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -—-——-—
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham vang di —-——
miliki oleh seorang pemegang saham. ———————————————

| 4. Fada surat saham sekurangnya harus dicantumkars ——-—-

a. Nama dan alamat pemegang sahami ———————————oe e :
b. Nomor surat SARNAM § e om o
©. Tanggal pengeluaran surat sahamg ———————————==——=
d. Nilai rnominatl SARAM] = m e e e e

S. Fada surat kolektif saham sekurangnya harus di
' AN UM AT 2 e e e
&. Nama dan alamat pemegang sahams
b. Nomor surat kolektif sahamy —————===TToTTTTTTTTT

. Tanggal pengeluaran surat kolektif sahamj

d. Nilai aninal Saham; ———————————————————————— T

.o dJumlah sahamy ————— o i e s

6. 8Burat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
tangani oleh seorang Direktur Utama dan Komisaris. -

T e PENGGANT I SURAT SAHAM e o s e

T SIS R S9S88 rhet et e bimes e et s o B G0 onrvs 000 armes Senem Swres et S e F‘EIBE(]. 7 _________________________________

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakal -

lagi, maka atas permintsan mereka yang berkepenti

ngan Direksi akan mengeluarkan surat saham ——

PETIQEIETI T 5 o e o e e e e e e e e e o s e e o e e e e i o o s

J<i- Surat sabam sebagaimana dimaksud dalam ayait 1L ———--
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——— e ——

/
kemudiarn dihapuskan dan oleh direksi dibuat berita -

acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umnuwm Femegang ——
Saham berillkubnya. o e e e e e e e
Z. Apabila suwrat saham hilang, maka atas peraintaan —---
mereks yang berkepentingan, direksi akean mengeluar -
kan surat saham perngganti setelah menuruy pendapat -
direksi kehilangan itu cukup dibuktikan darn dengan -

jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk ——--

tiap pEFiStiWa yarng ERUISLLES o = e e o o e e
| 4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,
maka asli surat saham tidak berlaku lagi ierhadap -
| 3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat sahas
‘ itu ditanggung oleh pemegang saham yarg - e————————
bEt"kepentingan T e e e e s i e i e
| 6. Ketertuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis jugs
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat holektit -
““““““ DAETAR FPEMEGANG SAHANM DAN DAF AR KHUSLS —————-
SR, A Fra@al 13 o om o o e s
1. Persercgan mengadakan dan menyimpan DaTtear FPemelanag
l Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudubkarn -
U I G G I (I 5 oo o e o o o ot et o e i e R
2. Dalam Daftar pemegang saham itu dicatats ——-omeses
a&. nama dan alamat para pemegang sabhamy -
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan yang di -
|‘ miliki para pemegant Saham;: e e et o e Ahre e et e e+ e aree s o S s |
C. jumlah yang disetor atas setiap sahamy -

. mama dan alamat dari orang abtaw Dacdar Pk ey
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mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal —————-—
perolehan hak gadai tersebut; ————————mmm—————.

i e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain ——-

| selain wang; dan ———— e

I f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ———=-—

| Ditlr@b Sl o e e e e et o e it o e o e e

| Z. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -—-—-—-
kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris —--—-
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -—-

Ferseroan lain serta tanggal saham itu diperocleh. —-

l 4. Femegang saham harus memberitahukan setiap ——-————=—=-
perpindahan tempat-tinggal dengan surat kepada ———=—
BLITOE SL I S@ITOIAM L = = o oo e o e o et o e s e e i om e o e i o o o i i o e

—Belama pemberitahuan itu belum dilakukarn, maksa

segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat ——====

Femegang saham yang paling akhir dicatat dalam ——==7~

Daftar FPeMEgang SaR@M . —- e ———————

lS“ Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara-

l Daftar Femegang Saham dan Daftar kKhusus sebaik

D L KTUY 0 o o oo e e et e e e e e e e e e e e et e e e e e i

l&" Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar

Femegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam ———=

l'-'.El"'_jE( l*-'.&lr‘«tc)r' F‘er*selr-oanu ______________________________
T e PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ————— e
L i

l 1. Femindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -———=-—-

memindabkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-
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4/mereka VAMQ S& . T T T T T T T T e e e e e e —

7
<

ey

.

&

7
Lo

Gkta pemindainan hak sebagalmana dimaksud dalam ayat-—
1 oataw salinannyva disampaikan kepada Ferseroan, —-——-

Femindahban hak atas saham hanye diperiensiliang —————

dengan persetujuan FRapat Umdm Pemeaang Habar, -—-—— -

megang saham yang hendak memindablan Lo atas ~——-

Fx

iy
1
il

sahamnya harus mengaiukan peErmobonan SeCar s —e————aa

rertulis tentang maksudnya kepada Rapat U —-————-

X

F'Eﬁ-l _:.q AT1g ':_35, l"] S e J =t } il 3 d J- e L = —1 " e e e e e e e e e e e

i

Rapat Umum FPemegand Sabam valilh memberilarn ——ee—e———

nersetujuannya atall menolal permohor s sebhagaimana -

dimaksud ayvat 4 secara Eairtnlis dal

Al Jarigica waktu -
paling ijamz F0 (sembilan puinid fard ter i tang ————-
s=iav. Giterimarya pgrmmhmﬁaﬁu S . ... . ..
Dalam hal janghka wakiw sebagaimnzma dimaksud dadam -

ayat 5% telah lampau dan Rapat Umom Femnegang Sabham -

Cidalr memberilkan pernyvataan tertulis, maka oeemmeeo

pErmohonan dianggap CiSELuIiud . s s e

Dalam hal Fapat LDowm FPemegang Saham menolak emsss——

0

o

agaimana dimabksucd dalam s

pErnohonan Se 4y maka
Fapat Umnum Femsgang Sabam barus menun ol pemegantg -

saham lain sebagai calon pembeli saian tersebul,dae

pEraeroan Wajil merndamin babws semos sabam dibeli -

derngan harga yang wajar dan dibayearr b clacl Aam o e

waktu Z0 (tiga puluh) hari teri

il e —

FJ E':" r'l I.J. r—l _j l' ‘1:. a rl l,j ,1 1 (7_:( l_ ‘...‘. ‘_ IE( i1 w 0408 Ser hen heet Shame bers Gies mies St feis Seand Sbaie Amss Stk S B %S e 4eas bebes eies aeyas eeves sahsd TS SR W

alt  ReErmc Fortery b

Dalam hal penola

peruniukan sebagaimana dims alam aovadl 7, mak g

Fapat Umnum FPemegang SDaham Glamgoean menyetojui — -
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/] pemindahan hak atas saham tersebut. ———————————————-
I ?. Femindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ——-———-

apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah -

dipenuhl. = e
l 10.Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ————-
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas ——
saham tidak diperkenankan. —————————— e ———
li.Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab-
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ——=

Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila —-

searang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan

Indonesianya, maka dalam ijangka waktu 1 (satu)

tahun arang atau badan hukum tersebut diwajibkan ——

urntuk menjual ataw memindahkan hak atas saham itu

Lepada searang Warga Negara Indonesia atau suatu

badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran

D B I W mo o o o e e e e et o e e et e o e o e s o o P T A S S e £

12, %elama ketentuan tersebut dalam ayat § pasal ind

belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu

dianggap tidak sah, sedangkan pembayatran dividen

atas saham ituw Aitunada ., s osom oo e s e e e e e T
e et e ) ] R OE K G I e e i e
o s o e [ EUG ] R e o o e o e o

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -
yang terdiri dari seorang Direktur atauw lebih, -———-
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-

N UGG & oo o oo it e o e s e e e e o e e £ £ o o
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2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya ;_
lah Warga Negara Indonesia yang memenuhl ———-—me—ee

‘ persyaratan perundang-undangan yang ber lakuw, ————eo_

I Z. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ————e-c
Femegang Saham, masing-masing untub jangks wakiuw ——-
S (lima) tahun, dan dengan tidak mengurangl hak ———-

Rapat Umum Femegang Saham untuk memberhentilkannya —-

SEWEK BU—WE b LU e o o o o o e e
4. FPara anggota Direksi dapat diberi gaji dan/ataun ————
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapal Umum-
Femegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapast ———-

Umum Femegang Saham dapat dilimpahkan bkepada —-———e-

Komisari ©5 g s e o e e e T e 4 S TR I S0 S A St s 1 S e T S S e i i e st et o e

9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -~
lowong, maka dalam janghka waktu FO0 (ticgs pului) ———
hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggara
Lan Rapat Umum Femegang Saham wntuk merngisi ———eee—
lowongarn itu dengan memperhatikan keltentuary —-eee——
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. === e— e o

I 4. fApabila oleh suatu sebab apapun semua Jjabatar ————-—

anggota Direksi lowong, maka dalam jeangka waktu —-—--
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan ——--
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum FPemegang -

Saham untuk mengangkat Direksi barw, dan urituk -~

sementara Perseroan diurus oleh Komisarig, —————-——
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri --
dari jabatannya dengan memberitabukan secarsa ——-s—-
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada e

Ferseroan sekurangnya 30 (tiga pululy) hari sebelum
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l tarmggal pengunduran dirinya. —-—oommo oo T T

. Jabatan angoota Direksi berakhir apabilas -———————""

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ————7 777777

-
RN
Loy

, .. . o Lt i mem A
b. mengundurkan divi sesual dengan Letentuarn ays!l

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang

| undarngan vang herlakuy ——emmem e

0.

men il"lC_]C_l al durnia 3 e e e e e e e e e e s o om e s e o o s o2

e, diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Ui

Femegang Saham. =———=—————m———————

e e TUBAS DAN WEWENANG DIREXSI —————777 7777

1

g . _4 B - A
Z. Direksi berhak mewakili Ferseroan didalafm d&

2. Betiap anggota Direksi wajiib dengan itik=ad

e LT ) B

.. . . N b earia bk ar -
« Diveksl bertanggung jawab penub dalam melaksanaka
- - — g oy b o :E‘.i_"
tugasenva witul kepentingan perseraan dalam mencap

rnad":-‘-:;’l-ld C'JEU"': Ll_\] \_\E(r‘lr"\:/a N .._.._......_..___..._..._.._.___.,..___...._.‘--—---—--—-—"‘""“

¢ ; Y FeCpEEy T .
penuh tanagung jawab menjalankan tugasnys dends k

mengindahkan peratwan perundang-undangan yand

EFE0 i L EUH ULy omm e oo o s e e e et e e et o e e e i e T S T T T

- i, ] : & tam seiiala
luar Fengadilan tentang segala hal dan dalem &

T S BT, . , e Soa e ladirn dan
hejadian, mengikat Fersercan dengan pihak Laid

pihak lain dengean persercarn, serta menialankarn

segala tindakan, baik yang mengenal kepenguiritsan

i1 i . Einbatasar
malpuin los Ppemil ikan . Skarn tetapil dengan p&imn patasan

Brabiwa uri bk o s o e e

a. memiriam atau meminjamkan wang atas name o

persaroan ((tidak termasuk mengambil wang

JrErseraan ol E‘Ell”ili)‘!} s e s e e s e e e T e o

\isﬁ" mendirikan suatu usaha baru ataun twrut sgrca -
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/

pada perusahaan lain baik didalam maupuin diluar -

- harus derngan persetujuan seorana Komisaris. ——
Faerbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak —-
atau menjadikan jaminan ntang selurubh ataw sebagian-

besar harta kekayaan Perserocan dalam salu abmin ———-

buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa ———-—-
fransaksi yang berdiri sendiri ataupun yareg ooooeee—-
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetuivan-
Rapat Umum FPemegang Saham vang dihadiri abauw di- —-—-
wakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya-
Z/4 {(tiga perempat) bagian dari jumlain seluralh ————-
szham dengan hak suara yang sah dam disetujui oleh -
sedikitnya /4 {tiga perempat) bagiarn dari jumlah --
seluruh suars yang dikeluarkan secara sab dalam —-—--
FPEDET o o e T R S T e
Ferbuatan bhukum untuk mengalihkan atau mern)adikan —-
sebagai jamiman hutang ataun melepaskarn hak atas ——--
harta kekayaan Persercan sebagaimana dimabsud dalam-
ayat 4 wajib pula diumumbkan dalam 2 (dua) surat -
kabar harian berbahasa Indonesia vang bereder di =
tempat kedudukan Ferseirban palimg lembat 30 (tigx -
puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbustan ——--
RN B G @O o o e o oo o o o oo T
. Direktur Utama berhak dan berwenang bevtindak ——
urntuk dan atas nama Direksi serta mewaiili -~
0 €5 0 [ P @Y i e T S S R
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ber —-

\Lfmlanqan karena sebab apapun juga, hal mars 70
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{1 tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-—

salah seorang anggota Direksi lainrmya berhak dan—
14
berwernang bertindak untuk dan atas nama Direksi —

serta mewalili FERIrSEINDaIT . —— oo e oo e et e
Y. Diveksi untul Rperbuatan tertentu berhak R R
meEngangkat secrang atau lebih sebagai wakil atau -——-—
kuasanye dengan memberilkan kepadanya kekuasaan yang-

diatur dal ain SIS T M UESE o o e e e o et o e e o o e e e e

l 8. Fembagian tugas dan wewenang setian anggata Dirseksi-

| ditetapkan oleh Rapat Unum Femeqang Sahem dan ———-———

o3 ‘.‘:

Wewenang tersebut oleh Rapat Unum Femegang Saiiam

dapat delimpabbkan Lepada Komisaris, -——-
[ 2. Dalam hal Ferseroan mempunyai kepentingan yang ber
tentangan dengan kepentingan pribadi secrang
anggota Direksi, maka Ferssroan akan diwakili olenh -
anggota Direksi lainnya dan dalam hal FPerssroarn —-——-

MEMpUNYyal kepentingan vang bertentangan deagsa ————=

bepentingan seluruh angoota Direksi, maka dalam had-

ini Ferseroan diwakili olen Komisaris.

S S i e b et s et S e s s RAES I o o I

T e e rama e ]

Lo Rapat Direksi dapat dilakubkan setiap waktu bilamarna-

dipandarg perlu aleh searang atauw lebih anggots e

Direksi atau atas permintaan tertulis dari secrang -

atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan

tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -—--

bersama-sama mewalkili 1710 {(satu per sepulumn

Baqian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

N BV L T - ¥ SO
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4(2. Parnggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ———--

<
Direksi vang berhak mewakili Direksi menurat ——————

ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. —--e—m——om———e

Led

. Panggilan Rapat Direksi harus disampail.an dengan ——-
surat tercatat atau dengan surat yvang gresmpaikan ——
langsung kepada setiap anggota Diveksi dencoary ———--e
mendapat tanda terima paling lambetl 7 (tuiuh) hari -

sebelum rapat diadakan dengan tidak memnperbitungkan-

tanggal panggilan dan tanggal rapat. - o-eeeeeee—mm——en
4. Panggilan rapat itu harus mencantumban acara, ———-——-

I tarnggal , waktu dan tempat rapat. ——-reme s e
5. —~Rapat Direhksi diadakan ditempal keduduiian -eeeee—e—.
Fersergan atau tempat kegiatan wusahea Perseroan. —-——-
—-Apabila semua anggota Direksi hadir atan diwakili,-
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyvarat --
karm dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga-

dan berhak mengambil keputusan yveng sah dan —-——-———-

My g l i' 2 .t . et coes e o st s o oo et A 99458 S ot Sk b SO0MS 44 Gebte o wna Saeue Shand Suaes hrase arosi S4ves SeTeL Feb Gheeh LILE) SmRes eibg sbete a/aea nhert 4P008 e S ok S v =
&. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ——-

Mal Direktur Utamsa tidak dapat hadir atawn bperhala --

ngan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh ————-

seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari

anggo ta Direksi yang A A 1 o o e o o e e e s e s s s s e o s o

~
U3

eorang anggota Direksi dapat diwakili dealam rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnyae berdasa

|, ar sura "'.'. ‘, LLEUES G o o o o o oo 0 o 0 i 155 a5 1 R S 8 s st e S

o

. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil

“p

\l\k@putugaﬁ vang mengikat apabilsa sedikitnya 2735 (dua
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§

e pertiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -——-—-

diwakili dalam rapat.
' 9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan ——
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ——————
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapal.,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ———--

ber-dasarkan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua pgr ———

tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkamn —-

dalam FAapPat. == e e e e e
l 10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -————
berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan —————-

TR E ) T UL BT o e o e e e e e e e s s m e o o o o o o b s e
ll.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak menge —-

i luarkan 1 (satu) suwara dan tambahan 1 {(satu) ———-—

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang di -
WEAK L] A Y@ o oo e o o e o e e

b. Femungutan suara mengenai diri orang dilakukain— -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal lain-—-
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat.~ww—~—

mernentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -—-

FUEED B 17 1 = o oo oot oo o e e o e s e e e e % o et o e e e
¢. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ——
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlanh-
suara yang dikeluarkan. —-— =TT T m e e
| 12.Ddreksi dapat juga mengambil keputusan yang sak ———-

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuarn ——-

\\femua anggota Direksi telah diberitabu secars —-o-- -
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-

tertulis dan semua anggota Direksi memberilkan perse-—
tujuan mengenai usul yang diajukan secara bLtertulis -
serta menanda—tangani persetujuvan tersebhul. - ee——-—
1Z.Keputusan yang diambil dengan cara demikizye ———e—m——=
mempunyal kekuatan yané samea deﬁqan keputusan yang —
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. e v mmimmmaimms
————————————————— K OMISARIS ——————m——
_____________________ FPasal 13 e

' 1. Komisaris terdiri dari seorang ataw lebihn

angoota ——
Komisaris, apabila diangkat lebih dari secrang -—--—-
anggota Komisaris, maka seorang diantararmyas dapat —-

diangkat menjadi Momisaris Utama. =—-—meeeen o

#. Yang boleh diangkat sebagal anggota Komisaris hanysa
Warga Negara Indonesia yvang memenuhi persyaraban -
yang ditentukan peraturan perundang-undanaan yang —

B = L S L e o o o e o

ra0e rrve aenel ssbee seass et Smem e o

Z. Anggota kKomisaris diangkat oleh Rapat Umug Femegana:

Saham untulk jangka waktuw 5 (1ima) takun dengan —-—"
tidak menguranal hak Rapat Umum Femegang

[t JSOO T ——tarm - ——
Sadeaum

urtul memberhentibtban sswalktu-wak . e
4. fAnggota Komisaris dapat diberi gajdi dan/atauy -———e—-e—-—
tunjangan yang Jjumlahnya ditentubkan oleh Rapat Umun

F, eme g an g 43 = h 1 1 TP e b e e R R S

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris
loworng, maka dalam jangka waktu sedibkiitnys 30 (tigea
puluh) hari setelah terjiadinya lowongarn, haras di

selenggarakan Rapat Umum Femegang Sabeam uartuak ———-

mengisi lowongan itu dengan memperibatiban e iaan

N A t 12 l:’ G E " J T .L T e e e Sl s S e s 1 S R O L St L a5 A e s s e

\™"
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l e

]

Seorang anggota kKomisaris berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ——————-
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Petrsercan -

sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanogzsl --—-

o~ ot S pae v S o oo ek S VAC S SIS [ e nbe Mates Aep 9o e S Sepes MRS Se mSn o mn sastr Sebet s mman

pengunduran dirinya.

Jabatan anggota komisaris berakhir apabila:

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesiag

b. menaundurkan diri sesuai dengan ketentuamn ayat &3

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang

e Shoma 19 o St A4 et Sk e s T S Y S S Boam PP et SO b Y it iR e mses

| undangan yang berlakus;

d. meninggal dunia:

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum —-

| Pemegang Saham. == e e e
e TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS —————m—m— oo
o e e o e i R ez A ] L L] e e i e o e e e

<

1 =

| =
Z2.

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan —-
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta ————mo—me
memberikan nasehat kepada Direksi. ————=————eom—emee
Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-

setiap waktu dalam jam kerja kantor Ferseroan ber-——

Faf: memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain-

vang diperaunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan ——-
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan—————--—
keadaan uang kas dan lain—iain serta berhak untuk-—--

mengetahui segala tindakan vang telah dijalankar—-—-

.D.l "—-E‘,_-Si gy S S e e 44 e s Sl e ks s S8 G300 St e S s S 4t £ %0 MRS Al oS O M I St e S e s e ot S0

oleh

Direksi dan setiap anggota Direksi waldib untuk-——-—o—

\L\memberikan penielasan tentang segala hal vang di-—-
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Ktanggals wak tu, dan tempat rapat..—~———~-~*~-—-~-»--———"-"———-‘

‘ 3

N

1

‘1Guﬁp&bila suara yang setuju dan bidalk setuldw 1YY

L dalam rap

—Rapat kKomisaris diadakan ditempat kedudulkan —-————
Fersercan atau tempat kegiatan usaha Ferseroan.——-
—~Apabila semua anggota Komisaris hadir atau di————
wakili, panggilan terlebih dahulu ley sehut tidak——
disyaratkan dan rapat Komisaris dapait diadakan———-
dimanapun Jjuga dar berhak mengambill kepulusan yano
sali danr mer‘sgikat @ TSI T e s s e e e T
Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dals
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atauw ber—---
halangan hal mana tidak perlu dibuktibar kLepada—--
pihak betiga. maka Fapat FKomisaris abkan dipimpin-
oleh seorang yang dipilit oleh darr dara anggota—-
Komisaris yangd BV L o e e o s o e
Seorang anggota Komisaris dapat diwabaili dalam—-—-
Rapat Komissris hanys oleh seorang anggoka ——=--

Fomiszris lainnya berdasarkan surat kuasa.—————-

H

Rapat Komisaris

A

adalah sahh dam berbak mengambil-
heputusan yang mengikat harnya apabila ﬁwdlkltnya{
=/ (dua per tiga) dari jumlabh angooba Komisaris
hadir atau diwakili dalam rapat .o e e

Kepubusan Rapat Fomisaris harus diamibil berdasa

musyawaral untul mufakat, dalam hal keputusan i
dasarkan musyawarah urntuk mufakat tidak tercapat
maka keputusan diambil derngan pemunguitan slara:

berdasarkan suara setuju sedikitnya 2735 (dua p:

tiga) dari jumlah suara yarng sabh yvarg dikeluavhs

138
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’ 11.

imbang, maka ketua Rapat Komisaris yang akan—————--—

MENETT LUK QM o e e e e e et et e ot e e e e e e

Q=

Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak—-—-—-——
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambaha% 1 =
(saltu) suara untuk setiap anggota FKomisaris lain
vang diwakiliny&.——— == e e e e e e e
Femungutan suara mengenai diri orang dilakukan—-
dengan surat suara tertutup tanpa tanda—-tangarig—
sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal 1lain
dilaktukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat-—-——-—-
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang-——
A A1 o o e o e e e e e e e e e e e o e e e
Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap—-
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah

suara yvang dikeluarkan.————————mm e s e e e

‘ 1Z.Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah--—

[
i

tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan—-—

semua anggota Komisaris telah diberitapu secra———-—-—

tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan-———-

persetujuan mengenai usul yang diajukan secra ter-—-

tulis serta menanda-—-tangani persetujuan tersebut.-—-

JI.keputusan yang diambil dengan cara demikiann, mem- -

punyai kekuatan yang sama dengan keputusan vang-——---

diambil dengan sah dalam Rapat Komisarig.-——————we—-
s s o e e i i s s e s o m o TEVHUN = BUIKL o oo e e o o o o ettt it o e e o
e s st s e b s 1 s o ek it et s et (R em ] Ly e e e e e e o e st e i v e

l“

~Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 2 {dua)

\l\Januari sampal dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-
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/ |

Desembef . ——————— """ T T T T T T T T T T T T e e e e e —_

—Pada akhir bulan Desember tiap tabwi, buku ————-— —_

Ferseroan ditutup. Untuk pertama kalinva buku—————-
£

Perseroan dimulai pada tanggal daril aria pendirian-

perseroan dan ditutup pada tanggal iLigs puluh satu-

Desember tabun dua ribu empat (31l 200d) . —————e-
~. —Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah--
buku Ferseroan ditutup, Direksi menyusun lLaporan——-
tahurnan sesuai ketentuan peraturan perundang ————-—-
undangan yang ber-laku yang ditanda-tamnaanii oleh ——
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan-
dalam Rapat Umum Femegang Sabain Valbwrar, ,  —eememe————oe
~_aporan tabunan tersebut haruse sudah disediakan—---
ditantor Ferseroan paling lambat 14 renpat belas)--
hari sebelum tanggal Rapat Unum Femeazng Saham————-

tahunan diselenggarakan, agar dapalt diperiksa oleh

pa - a p E'ﬂ'lE:-'g an g sa ha FT gy T o e o s ot Sk i e o b e s ks St e et s s et Tt
______________ RAPAT UMUM PEMEGANG SAMAIM ~ e
e et e s o l::a asa 1 L 7’ e e mirs oeem seane mans e s Sehes ers maRs mese mase s avtes st Sme S e o .

1. Rapat Umum Femegang Baham dalam Ferseroan adalahs-

a. Rapat Umum Femegang Sah

aft Talwiman, sebagalimang-

dimaksud dalam pasal 18 Arnggaran Dassy inili——-—-
b. Rapat Umum Femegang Sabham lainnvea selanjutnya—--
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Femegand

Saham bLuar Biasa yvaitu Rapat Umum FPemegang Sahat

yarg diadakan sewak tu-waktu berdassokam——""">-

b G b LU LU LT g oo e o o e
2. Istilah Rapat Umum FPemegang Sanam dalaon Angagaran

A Dazar ini berarti Eeduanya, yvailtu FRapat Lieeam
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4/;emegang Saham Tahunan dan Rapat Umum FPemegang-—-———-—

Saham lLuar Riasa, kecuali dengan tegas dinvatakarn—-—

————==—= RAFAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ——————w————

bt e et i e b bare b it s e s e s Saa e Flasal 18 ________________________________

1. Rapat Umum Femegang Saham Tahunan diselenggarakan—-

l £. Dalam Rapat Umum Femegang Saham Tahunan:

| a.

tahun buku Perseroan ditutup.

t
tiap tahun, paling lambat & (enam) bulan setelah-—-—

Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang

terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi-——

dar i tabun buku vang bersangkutan serta

perijelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat—

perigesahan rapat.
Direksi mengajukan laporan tabunan mengenai—-——-—-

: - . - .’.. K T
headaan dan jalannya Perseroan, hasil yang belah

dicapai, perkiraan mengenai perkembangan

Ferseroan dimasa yang akan datang, kegiatan—-———-—

1 hurn—--——
utama Ferseroan dan perubahannya selama tai
bukuw serta rincian masalah yandg timbul selama-—-—

tahurn buku yang mempengaruhi kegiatan Ferseroaan—

untuk mendapatkan persetujuan rapat.

Diputuskan pengqunaan laba Ferseroan.

Dapat diputuskan hal—hal lain yang telah di

ajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam

ANGQAaraN DAaSAI . —— = oo o

3. Fengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum—-—oo-o

Femegang Saham Tahunan, berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung Jjawab sepenuhrya-
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('kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas———
pengurusan dan perngawasan yang telah dijalankan——
selama tahun buku yvang lalu, sejauh tindakan ————

tersebut tercermin dalam perhilbungan Labanan.————

4. fApabila Direksi atau kKomisaris lalas untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Femegzanag Saham tahuana
pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang——
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegsno:
Saham tahunan atas biaya Fersercan setelah mendap:

——

izin dari kKetua Fengadilan Negeri vyvang daerah

——

futhbumnya meliputi tempat kedudubkan Ferseroan.

e — e RAPAT UMUM FPEMEGARNG SaHarM LUAR D1AaSa ————-—

s 2 st s g e st s s e o b s ot e s s o [ R = ] L G e e e o e e ———————

i. Direksi atau KFomisaris berwenang menyelenggarakas

| Fapat Umum Femegang Saham LLuar Biaga, o ————————
2. =Direksi atauw Komisaris wajib memanggil dan
menyelenggarakan Rapat Umum Femegang Saham Luar---
Hiasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ——-
pemegang saham atau lebibh vang bersama-sama ——--—
mewakili 1/10 (satu peir sepuluh) bagian dard Jdumdl
seluruh saham dengan hak suaras yang sab,-———————--

~Fermintaan tertulis tersebut harus disamnpalkan:

secara tercatat dengan menyebutkarn hal-hal yang

herndak dibicarakan disertal alasanny:a, ——oe—ssse——.

Z. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk———-—-

menyelenggarakan Rapat Umum FPemegang Sabam luar -
biasa sebagaimana dimaksud dalam avelt ¥ selelah-

lewat waktu Z0 (tiga puluh) hari terbiiding 5@Ja

\ surat permintaan ituw diterima, maka pemnegand saagl

\
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//yang hersangkutan berhak memanggil sendiri rapat——-
atas biaya Ferseroan setelah mendapat izin dari———
Ketua Pengadilan Negeri yang daetrah hukumnya————e__

meliputi tempat kedudukan perseroan.

4., Felaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam avyat =

e s . ot Shank S T G4, e e it et e e

I harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan————-

Negeri yang memberi izin tersebut.

————————————————— TEMFAT DAN FEMANGGILAN RAPAT ———aemeo
o e e e e —ee MU PEMEGANG SAHAM e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fasal 20 —————————e e

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudu-

kan Perseroan ataw ditempat Ferseroan melakukan———-—

kegiatan usaha. e e e e e e e e e e
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan-—-—--—-—
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling——-—

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat-—

dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat

dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum—-—

22400 Brmce peme e Soie et $ar0n sraie S SeAS Sebed et e e ore FEAn S S S e oal e e U W S SV ST S0 S s S At

dan tanggal rapat.

P R e

. ~FPanggilan Rapatbt Umum Pemegang Saham harus
mencantumbkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara——
rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan--——
vang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor
Ferseroan mulai dari hari dilakuwkan pemanggilan—-—---—
sampal dengan tanggal rapat diadakan.——————m—m——ee.
~Fanggilan Rapat Umum Femegang Saham Tahunan harus-
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana

dimaksudkan dalam pasal 146 ayvat 2 telah tersedia di

\\ karrtor

P E B0 YA o T o T e e o e e e ettt et ot e e
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1/4. fApabila semua pemegang saham dengan hak suara yang-

sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemang-— -

gilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam—-—-
ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu———-
dapat ambil keputusan yang sah serta merngikat me— -

rngenai hal yang akan dibicarakan sedasgr an Rapat---

Umum Pemeganq Saham dapat diselengoarakan dimanapun

juga dalam wilayah Republik Indornesia., - —eeemm———eao-
———————————————— FIMFINAN DAN BERITA -l-’-‘;l.f,'tfi"d“-z:(li‘. 0

_________________ RAPAT UMUM PEMEGANG SAIMAR - —oeo e e

e e st s e 2 5 e s et e o o e o e o v e oo T ] D e L

1. Apabila dalam Anggaran Dasar tidal ditsniukan lain-

maka Rapat Umum Femegang Saham dipimpin oieh ————--
Direktur Utama dalam hal Direktur Ubtame bidak ada-—-
atau berhalangan karena sebab apapuw hal mana tidas
perliu dibuktikan kepads pihak keltiga, apalb —————--
dipimpin oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur -

tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal-

v

mana tidak perlu dibuktikan kepada pilak ketiga,---
rapat dipimpin oleh salah seorang angqotae meisarJ
dalam hal semua anggota FKomisaris tidal fadir atau:
berhalangan karena sebab apapurn hal mana tidak-—--- -

perlu dibuktikan kepada pihabk ketiga, maka rapat ol

pimpin oleh seorang yang dipilibh oleb dan dari-—--- -

antara mereka yang hadir dalam rapat . —— o ——————

2. —-bari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan-

dalam Rapat Umum Femegang Saham dibuat Berite Acard
Fapat, vang untuk pengesahanmnya ditanda-tangani-

oleh Ketua Rapat dan seorang pemneganc sabham atan
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///kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari-———

antara mereka yang hadir dalam rapat.-————————————=
~Rerita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sab
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga————-
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi—
dalam rapat.——=——m——r— e s e e T R
Penanda—-tanganan yang dimaksud dalam ayat & pas&l-——

ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat di

buat dalam bentuk akta Notarig.-—-————————=——= s
e e —— - WORUM, HAK SUARA DAN KEFUTUSAN ——————w—m———
e e R~ ~ R = e Pasa 1 :: e e e e o e oo o e e S80St 4885 S 0 1 S S b e i e S

1.

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsunakan————
apabila dihadiri cleh pemegang saheain yang me- ===
wakili lebih dari sedikitnya 2/3 (dua per tiga}—-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yvang telah dikeluarkan Ferseroan,—————7"

kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran=——

IDEES ERI™ L b L o o oo o et e e e e e e e s o o o T T

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud daiam ayat--

l.a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pamanggilan rapat LB 2 e e e
c. Femanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat—
L.b harus dilakukan paling lambat 7 {(tuiuh) A
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk————=

tanggal panggilan dan tanggal rapat.-——77777"
d. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10—
(sepuluh) hari dan paling lambat 2L {dua puluh-——--

satu) hari terhitung sejak rapat pertama,-———om7TT

e. Rapal Fedua adalah sah dan berhak mengami L -
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/{ keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh——-
pemegang saham yang mewakill sedibkitnya &/3 (dus
per tiga) bagian dari jumlab selurul saham dengs

hal suara yang Sah. ——— e e e e e e

i f. Dalam hal korum rapat kedua tidal tercapai. maka
atas permohonan Perserocan korum dibteitapkan oleh-
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayabrnya meliputi
tempat kedudukan Ferseroan . —— s o e e

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang sahaw
l lain atau orang lain dengan surat buaga . —————————-
. Ketua Rapat berhak meminta agar swat kuasa untub
mewzkili pemegang saham diperlihallban kepadanya--
pada waktu rapat diadakan . osooeer s

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan halk kepada----

| pemiliktnya untuk eengeluarkan L (satn) suarsa.—---

iy

Argaota Direksi, anggota Komisaris dam karyawan-
FPerseroan boleh bertindalk selaku kusss dalam raps
rnamun suara yang mereka keluarkan sselakus kuasa

dalam rapat tidak dihitung dalam penungutan suari

I

L. Femungutan suara mengenal divi orang dilakukan
derigan surat tertubtup yamg tidal ditanda-—-tangant
darn mengenai hal lain secara lisan, kecuall apas

kKetua rapat menentulkan lain tarmpa ada keberatan

dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.—— "

7. Buara blanko ataw suars yang tidaek sab dianggap-s

tidak ada dan tidak dihlitung dalam menentukan--—

[

“«

jumiah suara yang dikeluarian dalam rapat .-
[Bu ~Samaa keputiutsan diambil berdassrban musyawaral

\Lfntuk mufakat, daleam hal keputusan bherdasarkan |
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(/musyawarah urrtuk mufakat tidak tercapai, maka——————
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasar—
kan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua per tiga)—————
bagian dari jumlah suwara yang dikeluarkan dengan-—-—-—
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran——-—-—
Dasar ini ditentukan lain.—————————mmmm

—Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju-—

sama banyaknya, maka usul ditolak.-—————————————e———
9. Femegang saham dapat juga mengambil keputusan yang-—
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Femegsng Sahaimy—-—--—
dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi-
tahu secara tertulis dan semua pemegang saham mem-—-
berikan persetujuan mengenai usul yang diajukan——--
secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan—-—

tersebut. Keputusan yvang diambil dengan cara
cdemilkiarn mempunyai kekuatan yvang sama dengan———meom
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum-

Femegand Baham e — — o e e e e e et e i o e e e

T e e PENGGUNAAN LARA - T T T T T T

T —-—-“----_._-———--—-—————.—..——-—w-———--———--—-—

40 S bt S st et S e s s e i s v e 180 St e e s oo F:'a sal 23

L. Laba bersih Ferseroan dalam suatu tahun buku ————-=
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umnum Femegang—-

Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya-—-—-—

yang ditentukan oleh rapat tersebut.-———————mmTmmT
2 Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak-—--—
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah-

dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh-——--

\\ undang-undang dan Anggaran Dasar Ferseroan dibagi--
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k]
F. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun

sebagai dividen ,——————mmm e

menunjukan kerugian yang tidalk dapat ditutup deng
dana cadangarn, maka kerugian itn akamn tetap dicet
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan-——-
dalam tahun buku selanjutnya Ferseroaxn dianggap--
tidak mendapat laba selama keruglian yang tercatat

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-—-

belum sama sekali tertutup.-——— e e e
4. —l.aba yang dibagikan sebagal dividen yang tidak-—
diambil dalam waktu % (lima) tabwurn setelabh diseon
karm untuk dibayarkan, dimasubban kedalam dana cas
ngan yang khusus dipsruntubkban wituak itu,————————
—Dividen dalam dana cadangan kEbusus tersebhut daps
diambil oleh pemeqang saham vang berhsxk sebelum—
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tabun dengan menvas
pailkan bukti haknya atas dividen tersebut yang--

dapat diterima oleh Direksi Ferseraar,——————————

~Dividen yvang tidak diambil setelah lewat waktu-

tersebut menjadi milik Perseroasn. e e

e e e PEPIGEUNAGN DAME CHDAMNEARN = e e
e o i 1o v s 1 i e et e 2 e e it e s v s v o Lot 2 e T T e e e i i et e s s m
1. Bagian dari laba yang disediakan urntuk dama———— -
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Femegang Haha
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
YA DI LB L, = e oo e o i e
2. Dana cadangan sampal dengan jumlah sedikitnya Q0L
(dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan

hanya digunakarn untul menutupn kerugian yang di-
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4.

1.

3
o @

N

derita oleh Perseroan.—-~~;—————~—f ————————————————————
Apabila Yumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-—
sedikitnya 207 (dua puluh persen) dari modal yang-—-—
ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Femegang ———-—
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadang
an yang telah melebihi jumlah sebagaimana diterntu-—-—
kLan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Ferseroan.
Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-——--
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang-
diangaap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris-—
dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undang
AN VAME DB F L B o o e e e e e e st e e e o o et i e s e
memeem e PENGURAHAN ANGGARAN DASAR ———— s e
e e [ ] DS oo e e o o e o o o i e
~Fengubaharn Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat--—-
Umum Femegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang--—
saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga parempat)-
bagiar dari seluruh saham yang telah dikeluarkar—--
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan———

disetujui oleh sedikitnys %/4 (tiga perempat)

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengar-

sab dalam rapat . ——— e ————— o e e
~Fengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat--
derngan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.————
Fengubahan ketentuan anggaran dasar yang inenyangkul
pergubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
Jangka waktu bardirinya Ferseroan, besarnya modal -

Daswar, pengurangan modal yang ditempatkarn dan di-—-

seltor dan pengubahan status Ferseroan tertutup -
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menjadi Perseroan terbuka ataw sebalikrnyva, wajib-
mendapat persetujuan dari Menteri Kehak ioan dan—
Hak Asasi Manusia Republik Indonesis.----————ae—e—
Fengubahan Anggaran Dasar selain vang menyangkut
hal-hal vang tersebut dalam ayatl & paswal ini cuke
dilaporbkan kepada Menteri Febhakiman darn Hak Asas
Marmusia Republik Indorneszia dalam waktu selambatm
14 (empat belas) hari terbhilitung sejsk keputusan-
Rapat Umwn Pemegang Saham terntang penqgqubaban ter
sebut serta didafharbkan dalam wajib dadlbar FPerus
UL LY o o oo o e e e 8 i e i e
Apabila dalam rapat yvang dimaksud dalaw ayat 1

korum yang diterntukan tidak tercapszi, maka palin
cepat 10 (sepulub) hari dan paling lasmbat 21 (du
puluh satu) hari setelah rapat perlama itu dapat
diselenggarakan rapat kedua dengarn svarat dan ac
vang sama seperti veang diperlukan untuk rapat --
pertama, kecuali mengenal janghka waktu panggilan
harus dilzakukan paiing lambat 7 (tuiub) hari se-
belum rapat kedua tersebut tidak termasck tangas
panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetuw
sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian cdari jumla
suara yang dikeluarkan demngan sabh dalam rapat.- -
Keputusan mengenal pengurangan modal haras diber
tabukan secara tertulis kepada semus Lreditor--—-
Perseroan darn diumumban oleh Direksi dalam sural
kabar harian berbahasa Indonesia vang terbit dav
atau bheredar secara luas di teopat bedudukan Fos

roan dan dalan Berita NMegasra paling fembet 7000

—_ S i



hatri sejak tanggal keputusan tentang pengurangan—-—-—

modal tersebut.———— e e e —

—-—— FENGGARUNGAN, FPELEBURAN, DAN FENGAMEILALIHAN —~———-—

i.
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Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang--
undangan yang berlaku, maka penggabungan. peleburan
dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan bev— —--
dasarkan keputusan Rapat Umum Femegang Saham yang-—-
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-
nya /4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh—
saham dengan halk suara yang sah dan keputusan di——-
setuwjuil sedikitnya 374 (tiga perempat) bagian dari-
Jumlah suara vang dikeluarkan dengan sah dalam ———-

FEE T e e e et e e e e e e et e o e S e et o et e A e At e e e e et e+ e e

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 {dua) surat kabae
herrian mengenai rentana pecggabungan, peleburan danm
pengambilalihan Fersercan paling lambat 14 (empat--
belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Femsgang
S(‘i’\ l_!(':?tl'n @ T T S ke e 1 e o e e it St e e e 7 A SO S i T S St SRS S AR S S £ T e S e e S e e e

e e e FEMBUBARAN DAN LTKUIDAST ——mmmmommn s

e o T I - L b i

1.

N\

RDengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-—-
undangan vang berlaku, maka pembubaran Ferseroan--—-
hanya dapat dilakokan berdasarkan keputusan Rapat--—
Umum Femegang Saham vang dihadiri oleh pemegang-——-
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga paremn—
pat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan fraghs e
suaira yang sah dan disetujui oleh paling sedikit---

-

274 (tiga perempat) bagian dari jumlan suara y=ang--
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/f(sah yvang dikeluarkan dalam rapat.-——— oo —e e

l:z.

it

fipabila Perseroan dibubarkan, baik harena berakhir
nya jangka waktu berdirinya atauw dibubar karn ——-e——
berdasarkan keputusan Rapat Umun Fomeaaoag Sabham——-
atau karena dinyvatakan bubar berdaserlkan p@netapaJ
Pengadilan, maka harus diadakan liiwoudasi agleh—-—-

1 i l’iLlldatD!" g = e S = e e S o St e . B M e e e S L e e s e s e e e e o

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalad
kLeputusan Rapat Umum FPemegang Sabieun atau penetapa
sebagaimana dimaksud dalam ayat @ tidabk mernunjiuk-=!
T A LA Gl @ A (3 o o o om o e e o o e s et 4
Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat—-i
Umum Pemegang Szham atauw Fenetapan Foengadilan..———
Likuidator wajib mendaftarkan dalam waiin daftarQ
Perusahaan ., mengumumkan dalam Beribls Megsra dan

dalam Z {(dua) swrat kabar harias yang bairbit atag
beredar ditempat kedudukan Ferserosn atan tempat-

kegiatan usaha Perseroan serba memberi bamakan -

!
'

kepada Menteri Kehakiman dan Hal Asasi Manusia #

Republik Indonesia paling lamial 20 {tiga puluh)
hari sejak FPerseroan dibubarbar . = e
fArnggaran Dasar seperti yvang termak bl dalam akt%

|
pendirian beserta pengubahanmys dikemudian hari

“tetap berlaku sampal dengan tanggal disabhkannya

perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Femegang -
Saham dan diberikannya peluwiasan dan pembebasan

sgpenubnya kepada pars likuidator o e e

e e o s e e e me R TUEAR  FEMNUTLIF e s e

s
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//CSegala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ~——-

dalam Angoairan Dasar ini, maka Rapat Umum Femegang -—-——-—

Saham vang aban meEmU LS am o = e e e e
~Selaniuvtnya para penghadap menerangkan, bahwa 3 —————-

I.Menvimpang dari ketemntuan dalam pasal 10 dan pasal -
13 Anggearan Dasar ini mengenxi tata cara pengangka ——

tan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat———-

SEDEQEL § e e e e e e e e e i e
= Direktur Utama : —penghadap Tuan TIOSGEEY, ———-
Master of Business ———————————=

Administration tersebutg—--—-—————

- Fomisaris

~Fengangkatan anggota Direksi dan Konisaris btersebuit-
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan -
dan hairus disahkan dalam Rapat Umum FPemegang Saham ——

yvang pertama kali diadakan, setelah Akta Fendirian -——

irni mendapal pengesahan Menteri FKehakiman dan Halk

Asasl Manusia Republik Indonesia.

IT . Fenghadap Nyorya

Ny orya pegawai kantor Notaris —-——-

bertempat-tinggal di Tangerang, baik bersama-sama ==~

maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahbkan
kabuasaan ini kepada orang lain dikuasakan wntuk e
memohon pengesahan  atas Anggaran  Dasar  ini char 1
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -

darn/atan tambahan dalan bentek  veng  bagaimanapian

\\\jug& vang  diperlubkan untuk manperolabh pengesanan
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/ tersebut dan untuk mengaiukan semua permobonan dan
dobumen lainmnya untuk memilih tempatl beduadukan ds
antuk melaksanakarn tindalarn laam Y T diperluk
————————————— DEMIKIANLAH AKTA ML e e e
— Dibuat dan dilangsungkan di Taoqovang, pada hars
dan tanggal tersebut diatas. dengan dihadiri ———-
1. Nyonya PRGBS darm == e e e

PR

2. Nyonya AL BBEOAK A KA KT R

keduanya pegawai kantor MNotaris, mertemnpat tinc
Tangeranyg sebagai para saksi. e i e et e e
Setelah akta ini saya, Motaris, bacakan kepada P&t
penghadap dan para saksi, maka akta i segera —-—
ditandatangani oleh para penghadap, para  saksi

SaY & g TUCT T G L o oo o o oo o bt s e o e e 2 e 2t et et 2 o e e e e <
-~ Dilangsungkan dengan tiga perubabean ialat dua —
barena tambahan dan satu karens coiretan dengan -
e s ',. i gan tin WEL | e e e S e i e e
- fAkta aslinya ditanda—~tanganil SECUELPRFyY&. —=wee—-

- Diberikan urmtuk SALIMAN vang sama bunyinya. ——-—

~

NOTARLIS D1 TANGERANG

Kedudukan suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009
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